





Implementasi Revitalisasi Permukiman Kumuh di Kota Makassar 
(Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project) 
 
OLEH: 
BANI PERDATAWATI HASANUDDIN 
B 111 10 306 
 
BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN 







Implementasi Revitalisasi Permukiman Kumuh di Kota Makassar 
(Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project) 
 
Oleh 
BANI PERDATAWATI HASANUDDIN 
NIM B111 10 306 
 
SKRIPSI 
Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana 













Diterangkan bahwa mahasiswa: 
Nama    : Bani P. Hasanuddin 
Nomor Induk   : B111 10 306 
Program Kekhususan : Hukum Keperdataan 
Judul Skripsi :Implementasi Revitalisasi Permukiman Kumuh 
 di Kota Makassar (Neighborhood Upgrading 
 and Shelter Sector Project) 
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir 
program studi. 
       Makassar, April 2014 
 
 Pembimbing I,        Pembimbing II, 
 
Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H 




PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI 
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa 
Nama    : Bani Perdatawati Hasanuddin 
Nomor Induk   : B111 10 306 
Program Kekhususan : Hukum Keperdataan 
Judul Skripsi  : Implementasi Revitalisasi Permukiman 
  Kumuh di Kota Makassar 
  (Neighborhood Upgrading and Shelter 
  Sector Project) 
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam skripsi sebagai ujian akhir 
program studi. 
Makassar,  April 2014 
a.n. Dekan 
Wakil dekan Bidang Akademik, 
 
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. 




Bani Perdatawati Hasanuddin (B111 10 306), Implementasi 
Revitalisasi Permukiman Kumuh Di Kota Makassar (Neighborhood 
Upgrading and Shelter Sector Project). Dibimbing oleh Farida Patittingi 
dan Sri Susyanti Nur. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah 
implementasi permukiman kumuh di Kota Makassar sesuai dengan 
Perda RTRW Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor yang menjadi 
kendala pengimplementasian revitalisasi pemukiman kumuh. 
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Makassar dengan 
objek peneltian yaitu Kawasan Kumuh Lette kelurahan Lette Kecamatan 
Mariso dan Kawasan Kumuh Tallo kelurahan Buloa dan Kelurahan Tallo 
Kecamatan Tallo. Data dari hasil dokumentasi dan wawancara kemudian 
dianalisis secara dekskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi revitalisasi 
permukiman kumuh di Kota Makassar telah sesuai dengan zonasi yang 
ada dalam Perda RTRW Kota Makassar, NUSSP sebagai salah satu 
program penataan permukiman kumuh di Kawasan Kumuh Lette telah 
berjalan 100% di tahun 2006-2008 untuk tahap pertama meski demikian 
keberlanjutan pemeliharaan oleh masyarakat tidak berjalan dengan baik, 
dimana tampak keadaan lingkungan yang masih tidak terlihat sehat, 
untuk tahap kedua di Kawasan Kumuh Tallo yang dicanangkan berjalan 
di tahun 2012-2017 baru mencapai 30% selama pelaksanaan 2012-2014 
dikarenakan pelaksanaan pogram NUSSP yang tidak sesuai dengan 
perencanaan awal Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Faktor yang 
menjadi kendala dalam pelaksanaan revitalisasi permukiman kumuh ini 
sehingga tidak berjalan sesuai perencanaan adalah kurangnya lahan 
digunakan untuk relokasi; kurangnya koordinasi antara instansi 
pelaksana programa penataan permukiman kumuh; instansi pelaksana 
rencana tata ruang wilayah kota yang melenceng; pelaksanaan penataan 
permukiman kumuh yang tidak sesuai perencanaan; dan lemahnya 
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A.  Latar Belakang 
Negara Republik Indonesia berdasarkan amanah dari Pasal 
33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 telah diberikan wewenang 
berupa hak menguasai Negara atas bumi, air, ruang angkasa dan 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. Hak Menguasai Negara di sini dijabarkan lebih 
lanjut dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut Undang-Undang 
Pokok Agraria (UUPA) pada Pasal 2 ayat (2), berupa wewenang 
untuk: 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaaan, 
persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, ruang angkasa, dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
bumi, air, dan ruang angkasa dengan tujuan untuk mencapai 
sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat 
yang adil dan makmur. 
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Fungsi mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang 
angkasa mengandung arti bahwa negara dalam hal ini pemerintah 
memiliki kewenangan membuat suatu rencana umum mengenai 
persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah untuk berbagai 
keperluan. 
Pelaksanaan dan pelimpahan ini merupakan pelaksanaan 
hukum tanah nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) 
bahwa Hak menguasai dari Negara pelaksanaannya dapat 
dikuasakan kepada daerah-daerah Swantantra dan masyarakat-
masyarakat hukum adat. Dengan adanya pelimpahan wewenang 
tersebut maka pemerintahan daerah harus membuat rencana 
penggunaaan tanah yang terinci sesuai dengan kondisi daerah 
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 UUPA. 
Rencana umum tersebut adalah mengenai persediaan, 
peruntukan dan penggunaan bumi, air, ruang angkasa untuk berbagai 
kepentingan yaitu: 
a. Kepentingan yang bersifat politis, misalnya kepentingan 
pemerintah untuk lokasi perkantoran. 
b. Kepentingan yang bersifat ekonomis, misalnya tanah untuk 




c. Kepentingan sosial serta keagamaan, misalnya untuk keperluan 
peribadatan, kesehatan, rekreasi perkuburan. 
Tubuh bumi dan air serta ruang yang dimaksudkan dalam 
UUPA yang merupakan permukaan bumi bukan dimaksudkan sebagai 
kepunyaan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Ia hanya 
diperbolehkan menggunakannya, itupun ada batasnya seperti yang 
dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA dengan kata-kata “sekedar 
diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan 
penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan 
peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Sudikno Mertokusumo 
dalam (Urip Santoso, 2010 : 28) menggunakan istilah tata guna tanah, 
yaitu apabila istilah tata guna dikaitkan dengan objek Hukum Agraria 
Nasional (UUPA), maka penggunaan istilah tata guna tanah/ land use 
planning kurang tepat (Hasni, 2010 : 28). 
Menggunakan Istilah yang sama yaitu rencana tata guna 
tanah merupakan bentuk nyata pelaksanaan Pasal 2, Pasal 14 dan 
Pasal 15 UUPA yang juga dijiwai oleh undang-undang lain yang 
mengurus penggunaan tanah. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tentang Penataan Ruang yang 
selanjutnya di singkat UUPR menggunakan istilah penatagunaan 
tanah. Tata guna tanah merupakan suatu konsep yang berkaitan 
dengan penataan tanah secara maksimal, oleh karena tata guna 
tanah selain mengatur mengenai persediaan, penggunaan terhadap 
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bumi, air dan ruang angkasa juga terhadap persediaan, penggunaan 
terhadap bumi, air dan ruang angkasa juga terhadap tanggung jawab 
pemeliharaan tanah, termasuk di dalamnya menjaga 
kesuburannya(Supriadi, 2010 : 36). 
Penataagunaan tanah dalam pelaksanaan penataan ruang, 
diarahkan kepada pemanfaatan ruang harus efektif dan efesien dan 
diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi, sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan 
struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang salah satunya meliputi 
penatagunaan tanah. Kaitan antara penatagunaan dan pemanfaatan 
ruang dijabarkan dalam Pasal 3 UUPR: 
Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk 
mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, 
produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan 
Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: 
a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan 
lingkungan buatan; 
b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber 
daya alam dan sumber daya buatan dengan 
memperhatikan sumber daya manusia; dan 
c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan 
dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan 
ruang.  
Mengenai persoalan perencanaan tata ruang yang mengacu 
pada tujuan penataan ruang dalam UUPR tentunya tidak terlepas dari 
koordinasi antara pemerintah, baik itu pemerintah pusat, daerah, 
provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota, hal tersebut diperlukan 
oleh karena kondisi ruang antara satu wilayah dengan wilayah yang 
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lainnya mememiliki keterkaitan satu sama lain. Dengan demikian, 
setiap pemerintahan dalam melakukan kegiatan pembangunan 
hendaknya melakukan perencanaan tata ruang dengan melakukan 
koordinasi di antara pemerintahan oleh karena masing-masing 
pemerintahan memiliki hubungan satu sama lainnya, di mana hal 
tersebut dipertegas di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004, yang menyatakan: “Pemerintah daerah dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan 
pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya” (Ridwan, 2008 : 
85). 
Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, 
wewenang penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mencakup kegiatan 
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan 
ruang, yang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan 
wilayah administratif (Bratakusumah, 2009 : 21). Dengan pendekatan 
wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah 
provinsi, wilayah kabupaten dan wilayah kota, yang setiap wilayah 
tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif 
(Winahyu, 2011 : 17).  
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2005-
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2015 selanjutnya disingkat RTRW Kota Makassar Pasal 9 mengatur 
bahwa pengembangan kawasan Terpadu Kota Makassar, tentang 
zonasi kawasan pengembangan terpadu Kota Makassar yang terdiri 
dari tiga belas kawasan termasuk didalamnya kawasan permukiman 
terpadu. Pengaturan tentang pembagian kawasan atau zonasi 
tersebut di atas pada dasarnya merupakan sebuah alat pengendalian 
bagi Pemerintah Kota Makassar dalam mengatur tata ruang Kota 
Makassar dengan sebaik-baiknya. Pengaturan zonasi tersebut pada 
pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan pelaksanaan 
pembangunan yang dilaksanakan misalnya dalam penataan 
permukiman kumuh kota. Oleh karena itu, pembagian kawasan 
terpadu atau zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kota Makassar 
pada tahap pelaksanaannya tidak dapat diwujudkan sesuai dengan 
yang diharapkan. 
Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan 
sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, 
penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, 
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh 
dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem 
pembiayaan, serta peran masyarakat, sesuai dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Pasal 1 ayat (1). Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak 
layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan 
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bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan 
prasarana yang tidak memenuhi syarat (tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman). 
Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk menyebabkan 
peningkatan kebutuhan akan perumahan dan fasilitas-fasilitas lainnya 
yang terkait. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan fasilitas-fasilitas 
yang terkait tersebut tidak terlepas dari peningkatan penggunaan 
lahan. Pengembangan kawasan permukiman akibat tidak tertata dan 
semakin berkurangnya lahan permukiman mendorong peningkatan 
permukiman kumuh di Kota Makassar.  
Permukiman kumuh adalah salah satu dari sekian banyak 
permasalahan penataan ruang tidak terkecuali di Kota Makassar. 
Pengelolaan perumahan permukiman dalam rencana pengembangan 
kawasan permukiman Pasal 17 ayat (6) butir 1 poin (a) dan (b) RTRW 
Kota Makassar, menyatakan bahwa rencana pengembangan pola 
perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh berat dan 
sedang (Lette, Baraya, dan Abu Bakar Lambogo) termasuk kawasan 
permukiman yang berada di sepanjang bantaran kanal kota, dan 
pengembangan perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman 
kumuh sedang dan ringan (kawasan pesisir pantai utara, galangan 
kapal-Paotere) secara terbatas melalui pengembangan secara 
vertikal, yang dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai 
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(tercantum dalam Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata 
Ruang wilayah Kota Tahun 2005-2015). Selain itu, dalam 
perencanaan pengembangannya permukiman kumuh diharapkan 
dapat dilengkapi dengan fasilitas yang layak. 
Makassar merupakan suatu kota yang mempunyai 
pertumbuhan dan perkembangan pembangunan semakin maju. 
Dengan semakin majunya semua aspek pembangunan juga ikut 
menimbulkan berbagai implikasi yang menyangkut industrial, mobilitas 
manusia yang terus meningkat, diskonkurensi masalah kependudukan 
terhadap daya dukung yang makin melebar, juga dengan adanya 
peningkatan jumlah penduduk. Dengan implikasi ini, kebutuhan akan 
kawasan perumahan permukiman yang semakin besar dengan lahan 
yang terbatas menciptakan luasan kawasan permukiman kumuh yang 
besar di Kota Makassar. 
Fakta menunjukkan, berdasarkan data Badan Perencanaan 
Pembangunan  Daerah (Bappeda) Kota Makassar, luasan kawasan 
kumuh di Kota Makassar mencapai 47,62 kilometer persegi yang 
berada hampir ada di semua kecamatan. Besaran luasan kawasan 
permukiman kumuh di masing-masing kecamatan berbeda-beda, 
tetapi kawasan kumuh yang terbesar tercatat berada di Kecamatan 
Tallo, Mariso, dan Tamalate. Selain luasan kawasan permukiman 
kumuh yang besar, kawasan permukiman kumuh ini pun rata-rata 
dihuni oleh warga miskin. Setidaknya terdapat 131.299 kepala 
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keluarga (KK) atau 432.115 jiwa Makassar yang menetap di kawasan 
kumuh. Di Tamalate,  sebanyak 15.893 KK menempati area sekitar 
2,5 kilometer persegi yang tersebar di Kelurahan Parang  Tambung 
(8.412 KK), Maccini Sombala (4.418 KK), dan Balang Beru (3.333 
KK). Di Kecamatan Rappocini, Jumlahnya sekitar 11.245 KK yang 
berada di Kelurahan Gunung Sari dan Bata-Bantaeng. Penduduk di 
kawasan kumuh dan miskin Kecamatan Makassar, tersebar di 
beberapa kelurahan dengan populasi sebanyak 10.447 KK. Berturut-
turut, Kecamatan Tallo (9.277 KK), Panakkukang (8.853 KK), Mariso 
(7.501 KK), Ujung Tanah (6.014 KK), Manggala (3.189 KK), ujung 
Pandang (2.217 KK), dan Biringkanaya (961 KK). (Data: Koran 
FAJAR, Senin, 6 Januari 2014, Hal: 14). 
Pemerintah daerah yang ditunjuk sebagai penyelenggara 
wewenang penyelenggaraan penataan ruang, yang mencakup 
kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan 
penataan ruang, yang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan 
batasan wilayah administratif. Merujuk pada RTRW Kota Makassar 
terkait penanganan permukiman kumuh di Kota Makassar, maka  
pemerintah Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan rencana tata 
ruang kota program penataan permukiman kumuh perkotaan  telah 
melaksanakan program Neigborhood Upgrading and Shelter sector 
Project (NUSSP). Program ini merupakan program Kementerian 
Pekerjaan Umum, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang 
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kemudian akan dilanjutkan kembali ke tahap ke-II, yang akan di mulai 
2014-2017(Media Online Tribun Timur, Selasa, 16 Juli 2013). Program 
ini ditujukan sebagai bentuk pemecahan masalah permukiman kumuh 
perkotaan, yang akan difokuskan pada revitalisasi wilayah Kecamatan 
Tallo. Namun, program NUSSP tahap ke-I sebelumnya belum 
menampakkan hasil yang maksimal dan belum dapat memecahkan 
permasalahan permukiman kumuh ini. 
NUSSP diharapkan dapat mampu memberikan hunian yang 
layak bagi masyarakat terutama bagi masyarakat di kawasan 
permukiman kumuh, dimana NUSSP ini mencanangkan pemulihan 
kawasan permukiman kumuh dengan salah satu bentuk 
pembangunan rumah susun. Penyelenggaraan program NUSSP tidak 
serta merta dilaksanakan tanpa kontribusi masyarakat permukiman 
kumuh itu sendiri. NUSSP dalam pelaksanaannya mengacu pada 
RTRW Kota Makassar yang tidak lain juga mengacu pada 
penatagunaan tanah kota. Dengan kata lain, dalam pelaksanaannya 
NUSSP membutuhkan tanah dari masyarakat kawasan permukiman 
kumuh sebagai salah satu syarat penyelenggarannya. Hal ini nantinya 
membuat perubahan akan hak atas tanah masyarakat setelah terjadi 
revitalisasi permukiman kumuh.  
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi 
Tanah, menjelaskan bahwa konsolidasi tanah merupakan kebijakan 
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pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan 
penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan 
pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan 
pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif 
masyarakat.  
Pelaksanaan konsolidasi tanah erat kaitannya dengan 
program NUSSP karena pelaksanaannya revitalisasi permukiman 
kumuh sebagimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1)  dan (2) 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional. NUSSP dalam rangka 
peningkatan kualitas lingkungan dan sekaligus menyediakan tanah 
untuk pembangunan prasarana dan fasilitas umum dilaksanakan 
pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah dalam bentuk 
konsolidasi tanah di wilayah perkotaan dan di pedesaan, kegiatan 
konsolidasi Tanah meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah 
termasuk hak atas tanah dan atau penggunaan tanahnya dengan 
melibatkan partisipasi para pemilik tanah. Dengan kata lain, implikasi 
yang akan dihadapi masyarakat kawasan permukiman kumuh adalah 
nantinya akan mengalami perubahan kepemilikan akan hak atas 
tanahnya akibat peruntukan pembangunan revitalisasi kawasan 
permukiman kumuh.  
Berdasarkan uraian tersebut diatas terkait permukiman 
kumuh, maka penulis mengajukan skripsi dengan judul 
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“Implementasi Revitalisasi Permukiman Kumuh di Kota Makassar 
(Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project)”. 
B.  Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam 
skripsi ini agar tidak menyimpang dari judul dan isi skripsi serta untuk 
mempertajam materi pembahasan adalah sebagai berikut: 
1. Sejauh manakah implementasi revitalisasi permukiman kumuh di 
wilayah Kota Makassar sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 
2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2005-
2015? 
2. Faktor apa yang menjadi kendala revitalisasi permukiman kumuh 
di Kota Makassar ? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui implementasi revitalisasi permukiman kumuh di 
wilayah Kota Makassar sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 
2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2005-
2015. 
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam 
revitalisasi permukiman kumuh di wilayah Kota Makassar. 
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D. Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan uraian tujuan penellitian tersebut diatas maka 
kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Memberikan masukan yang berguna kepada pemerintah setempat 
tentang hal-hal yang berkaitan dengan revitalisasi permukiman 
kumuh kota di wilayah Kota Makassar sesuai dengan Perda 
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Tahun 2005-2015. 
2. Menjadi bahan referensi bagi Mahasiswa Fakultas Hukum pada 
umumnya dan Mahasiswa program Kekhususan Hukum 






A.  Hak Menguasai Negara 
Hak menguasai Negara tidak terlepas dari pemanfataan 
ruang dan penyediaan tanah terkhusus dalam kaitannya terhadap 
revitalisasi permukiman kumuh. Hak menguasai Negara mempunyai 
arti wewewenang untuk mengatur peruntukkan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan tanah, untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat (Sri Susyanti, 2010 : 35). 
Hak menguasai dari Negara diatur dalam Pasal 2, yang 
bunyinya sebagai berikut (Boedi Harsono, 2008 : 268): 
(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 
Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, 
air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh 
Negara, sebagai sebagai organisasi seluruh rakyat; 
(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini 
memberikan wewenang untuk: 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaaan, 




b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang 
mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. 
(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara 
tersebut  pada ayat 2 pasal ini, digunakan untuk mencapai 
sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, 
kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara 
hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur; 
(4) Hak menguasai Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat 
dikuasakan kepada daerah-daerah swantantra dan masyarakat-
masyarakat hukum adat, sekadar diperlukan dan tidak 
bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-
ketentuan peraturan pemerintah. 
Sebagaimana Moh. Mahfud MD (1998) dalam bukunya Politik 
Hukum di Indonesia, yang mengutip pernyataan Iman Sutiknyo. 
Pilihan asas Hak Menguasai oleh Negara atas tanah sesuai ketentuan 
Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, dan bukan Hak Milik 
Negara sebagaimana padan zaman Hindia Belanda, bahwa walaupun 
tidak disebutkan secara eksplisit tujuannya adalah untuk keuntungan 
kolonialisme Belanda, sebab klaim atas tanah tak bertuan (tidak dapat 
dibuktikan sebagai hak eigendom oleh rakyat) oleh pemerintah 
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jajahan hanya untuk memberikan keuntungan bagi kolonialisme 
Belanda. Sedangkan pada asas hak Menguasai oleh Negara tersurat 
tujuan secara jelas untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 
(Supriyadi, 2010 : 100). 
Atas dasar konsep hak menguasai dari Negara berdasarkan 
UUPA yang berpangkal pada pendirian Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang dasar 1945 tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, 
Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika 
Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, bertindak 
selaku badan penguasa. Atas dasar tersebut, maka Pasal 2 ayat (1) 
UUPA menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu, pada tingkatan yang 
tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh 
rakyat. Dalam konteks ini, maka hubungan antara Negara dengan 
bumi, air dan ruang angkasa, termasuk tanah adalah hubungan 
menguasai dan bukan memiliki (Farida Patittingi, 2012 : 89). 
 Tugas dan kewajiban tersebut, yang menurut sifatnya 
termasuk bidang hukum publik, tidak mungkin dilaksanakan oleh 
seluruh Bangsa Indonesia. Maka penyelenggaraannya oleh Bangsa 
Indonesia, sebagai pemegang Hak dan Pengemban amanat tersebut, 
bahwa dalam hubungannya dengan dengan bumi, air, dan ruang 
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalammya, 
selaku organisasi kekuasaan seluruh rakyat, Negara bertindak dalam 
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kedudukannya sebagai Kuasa dan Petugas Bangsa Indonesia. Dalam 
melaksanakan tugas tersebut, ia merupakan organisasi kekuasaan 
rakyat tertinggi. Yang terlibat sebagai Petugas Bangsa tersebut bukan 
hanya Penguasa Legislatif dan Eksekutif saja, tetapi juga Penguasa 
Yudikatif (Boedi Harsono, 2008 : 232) 
Dengan rincian kewenangan mengatur, menentukan, dan 
menyelanggarakan berbagai kegiatan dalam Pasal 2 tersebut, oleh 
Undang-Undang Pokok Agraria diberikan suatu interpretasi ontentik 
mengenai hak Menguasai dari Negara yang dimaksudkan oleh 
Undang-Undang Dasar 1945, sebagai hubungan hukum yang bersifat 
public semata-mata. Seperti halnya dalam hak Ulayat, pelimpahan 
tugas kewenangan Hak Bangsa yang beaspek hukum publik tersebut 
tidak meliputi dan tidak mempengaruhi hubungan hukumnya yang 
beraspek keperdataan. Hak kepunyaan masih tetap ada pada Bangsa 
Indonesia. Maka, merupakan suatu “contaradictio in terminis” jika ada 
yang berbicara mengenai “Hak Ulayat Negara”. Hubungan hukum 
antara Negara Republik Indonesia dengan tanah-bersama Bangsa 
Indonesia adalah semata-mata beraspek hukum publik. Sedangkan 
Hak Ulayat, sebagaimana Hak Bangsa, mengandung dua Unsur, yaitu 
hak kepunyaan yang beraspek keperdataan dan tugas kewenangan 




Sebagaimana pula kesimpulan dari Seksi Hukum Agraria 
UGM tersebut didasarkan pada penelitian tentang bagaimana 
sebaiknya hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan tanah 
wilayahnya, serta sistem apakah yang sebaiknya digunakan dalam 
UUPA, apakah sistem privat atau sistem kolektif. Menurut Soetiknjo, 
berdasarkan hasil penelitian dari konsep, teori dan asas-asas tentang 
Negara dengan tanah, ditemukan tiga alternatif dalam mengadakan 
hubungan langsung antara Negara dengan tanah, yaitu (Farida 
Patittingi, 2012 : 90) 
a. Negara sebagai subjek yang dapat dipersamakan dengan 
perorangan, sehingga hubungan antara Negara dengan tanah 
mempunyai sifat privatrechtelijk, Negara sebagai pemilik. Hak 
Negara adalah hak dominium. 
b. Negara sebagai subjek dalam kedudukannya sebagai Negara 
bukan perorangan, jadi sebagai badan kenegaraan yang 
publicrechtelijk. Hak Negara adalah hak dominium juga, disamping 
itu dapat digunakan hak publik. 
c. Negara sebagai subjek dalam arti sebagai personifikasi rakyat 
seluruhnya, jadi bukan sebagai perorangan atau badan 
kenegaraan. Dalam konsep ini, Negara tidak lepas dari rakyatnya. 
Apabila demikian, maka hak Negara adalah hak communes atau 
hak imperium, yaitu hak menguasai tanah atau penggunaannya. 
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Ketiga bentuk hubungan antara Negara dengan tanah tersebut 
setelah ditinjau dari tujuan Negara Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila, maka bentuk pertama tidak sesuai dengan sila kedua 
Pancasila yang mengakui sifat dwitunggal manusia. Bentuk kedua juga 
tidak cocok karena hanya mementingkan sifat sosial manusia saja, 
lepas dari sifat individualnya. Bentuk ketiga dinilai lebih tepat sebab 
Negara sebagai personifikasi rakyat, mengakomodasi sifat sosial 
maupun individu manusia dalam penguasaan tanah. Berdasarkan hal 
tersebut di atas, maka Negara atas tanah wilayahnya lebih tepat adalah 
hak menguasai (Farida Patittingi, 2012 : 90). 
Mengenai tugas dan kewenangan yang disebut dalam Pasal 2 
ayat (2) huruf a terdapat ketentuannya yang khusus Pasal 14 yang 
mewajibkan pemerintah untuk menyusun “rencana umum” yang 
kemudian di rinci lebih lanjut dalam rencana regional dan daerah oleh 
pemerintah daerah. 
Kewenangan membuat rencana tersebut mendapat pengaturan 
umum dalam UUPR. Penataan ruang sendiri mempunyai pengertian 
suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 
penendalian pemanfaatan ruang. Begitu pula kewenangan membuat 
rencana yag diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2011 
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dimana dalam 
pengertian perumahan dan kawasan permukiman mencakup 
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penyelanggaraan perencanan perumahan dan kawasan permukiman, 
khususnya permukiman kumuh. 
B. Penatagunaan Tanah Perkotaan 
1. Pengertian Penatagunaan Tanah 
Saat ini tanah merupakan resource yang memiliki posisi 
strategis dalam kontek pembangunan nasional. Segala rencana 
dan bentuk pembangunan hampir seluruhnya memerlukan tanah 
untuk aktifitasnya. 
Seperti yang dimaklumatkan dalam Pasal 1 Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 tahun 2004, yang dimaksudkan 
Penatagunaan Tanah (Tercantum dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah): 
“Sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang 
meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah 
yang berwujud konsolidasi pemanfataan tanah melalui 
pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan 
tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan 
masyarakat secara adil.” 
Penatagunaan tanah sebagaimana di maksud merujuk 
pada Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota yang telah 
ditetapkan seperti tercantum pada Pasal 3 mengenai tujuan dari 




a. Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 
bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai 
dengan Rencana Tata ruang wilayah. 
b. Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan 
tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam 
Rencana Tata Ruang Wilayah. 
c. Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan 
tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah. 
d. Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan 
dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai 
hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah yang telah diterapkan. 
Dari sini dapat kita telaah bahwasanya, penatagunaan 
tanah merupakan ujung tombak dalam mengimplementasikan 
Rencana Tata Ruang Wilayah seperti halnya pengadaan 
revitalisasi permukiman kumuh kota di setiap wilayah. 
Posisi penatagunaan tanah juga semakin jelas seperti 
yang dijabarkan dalam Pasal 33 UUPR, dimana penataan ruang 
mengacu pada rencana tata ruang yang dilaksanakan dengan 
penatagunaan tanah, penatagunaan air, dan penatagunaan 
udara. Pada hakekatnya, tanah sebagai unsur yang paling 
dominan dalam penataan ruang, telah dilandasi dengan Peraturan 
22 
 
Pemerintah, memiliki peran yang paling strategis dalam 
mewujudkan pentaan ruang. 
2. Penatagunaan Tanah Kaitannya dengan Penataan Ruang 
Pada umumnya tanah-tanah di perkotaan dipergunakan 
bagi kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat. 
Penggunaan tanah bagi kehidupan sosial misalnya untuk 
pembangunan tempat rekreasi, sarana olah raga, sekolah, 
pemukiman warga, dan sebagainya. Sedangkan penggunaan 
tanah bagi kehidupan ekonomi biasa dilihat pada pembangunan 
pertokoan, pabrik, dan sarana-sarana lainnya yang berkaitan 
dengan aspek ekonomi. 
Penggunaan tanah perkotaan memerlukan adanya 
keseimbangan antara kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi 
masyarakat, untuk mewujudkan hal ini diperlukan adanya suatu 
pengendalian dan pengawasan pengembangan tanah secara 
kontinyu dan konsisten agar tercipta suatu pengembangan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah secara terarah, efesien, dan 
efektif sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetakan. 
Sehubung dengan hal tersebut seyogyanya pengendalian dan 
pengawasan penatagunaan tanah didasarkan pada kebijaksanaan 
umum pertanahan dan RTRW yang dilandasi oleh kesepakatan 
antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain penggunaan 
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dan pemanfaatan tanah di wilayah perkotaan harus menyesuaikan 
dengan fungsi kawasan dalam RTRW.  
Di beberapa Negara maju dan yang sedang berkembang 
telah dikenal suatu metode penatagunaan tanah yang biasa di 
sebut dengan konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah merupakan 
salah satu model pembangunan di bidang pertanahan yang 
bertujuan mengoptimalisasikan penggunaan tanah dalam 
hubungan dengan pemanfaatan, peningkatan, produktivitas dan 
konservasi bagi kelestarian lingkungan (Johara dalam Farid, 2008 
: 25). Tujuan dari konsolidasi tanah ini adalah guna 
mengembangkan kota secara lebih terkontrol dan meningkatkan 
cara penatagunaan tanah di perkotaan dengan lebih adil dan 
bernilai sosial. 
Pelaksanaan konsolidasi tanah di Indonesia telah diatur 
dalam UUPA pada Pasal 14, yang mencantumkan kewajiban 
untuk menyusun suatu rencana mengenai persediaan, 
peruntukkan, dan penggunaan tanah pada tingkat nasional, 
regional, dan lokal. Jika berbicara tentang permasalahan 
konsolidasi tanah perkotaan maka pemerintah kota-lah yang wajib 
dan berwenang untuk membuat rencana tata guna tanah dalam 
memanfaatkan dan mengelola tanah di daerahnya. 
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3.  Penatagunaan Tanah Perkotaan (Land Use Planning) 
Istilah penentuan dan penyediaan tanah telah di atur 
dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang 
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum. 
Kemudian dengan adanya revolusi industri akan 
menimbulkan revolusi kota, yang berarti terjadi perubahan di 
daerah-daerah perkotaan dengan berbagai perkembangan 
termasuk perkembangan perumahan dan permukiman kumuh. 
Dalam proses perubahan ini sering terjadi penataan kota yang 
kurang serasi, sering terjadi tumpang tindih atau tuna kendali 
dalam penggunaa tanah, melihat kenyataan tersebut, sehingga 
perlu adanya suatu penataan untuk proyek-proyek pembangunan 
perumahan dan permukiman kumuh. 
Sandy (1984 : 15) menyatakan bahwa, land use planning 
adalah usaha untuk menata letak proyek-proyek pembangunan, 
baik pada proyek pemerintah maupun swasta, sesuai dengan 
daftar prioritasnya. Dengan demikian dapat terjadi tertib 
penggunaan tanah dalam menciptakan pembangunan nasional. 
Selanjutnya Sandy menjelaskan bahwa, tujuan dari land use 
planning adalah: 
1. Mencegah penggunaan tanah yang salah tempat, menuju 
penggunaan tanah secara optimal; 
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2. Mencegah adanya salah urus, sehingga tanah akan menjadi 
rusak dan menuju ke penggunaan tanah yang memperhatikan 
akan kelestarian alam; 
3. Mencegah adanya tuna kendali pada tanah, terutama pada 
wilayah perkotaan. 
Berdasarkan pada tujuan tersebut di atas, terlihat bahwa  
land use planning  itu tidak hanya pada penggunaan tanah secara 
terencana untuk permukiman atau kawasan industri saja, tetapi 
mencakup semua kegiatan masyarakat dalam menunjang 
pembangunan nasional. Dengan kata lain bahwa penentuan tanah 
dalam pembangunan secara berencana itu sangat diperlukan, hal 
ini sejalan dengan Pasal 14 UUPA bahwa pemerintah dalam 
rangka sosialisme membuat suatu rencana umum, mengenai 
persediaan, peruntukkan, dan penggunaan bumi, air dan ruang 
angkasa untuk keperluan Negara dan seluruh rakyat, karena yang 
tersangkut itu semua sektor kegiatan pembangunan, sehingga 
keadaan tanah sangat menentukan bagi penggunaanya pada 
masing-masing kegiatan, baik untuk permukiman penduduk, 
industri maupun pada sektor-sektor lainnya. 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diatur bahwa, 
untuk memenuhi keperluan pembangunan yang beraneka ragam, 
maka perlu dikembangkan pola tata ruang dan sumber daya 
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lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis. 
Sejalan dengan hal tersebut, maka kebijaksanaan tata guna tanah 
perlu disempurnakan dan ditunjukkan pada kelestarian alam dan 
mutu lingkungan. 
Menurut Herman Hermit (2007 : 17) bahwa lahirnya 
Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini 
sebagai pengganti dari paradigma model GBHN (Garis-Garis 
Besar Haluan Negara) yang ditetapkan oleh MPR dan Repelita 
(Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang disusun oleh 
Presiden. Dalam Undang-Undang ini di atur pula mengena 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan 
Kabupaten/Kota yang mempunyai jangka waktu 20 tahun dan 
ditinjau kembali minimal satu kali dalam lima tahun atau beberapa 
kali dalam lima tahun untuk keadaan khusus seperti terjadinya 
bencana alam skala nasional yan berdampak besar terhadap 
kawasan. Selain itu, dalam setiap rencana tata ruang 
wilayah/kawasan, kawasan strategis, kawasan pulau/kepulauan, 
wajib memuat indikasi program tahunan. Dengan demikian, jelas 
bahwa terdapat pertalian yang erat dan strategis antara sistem 
perencanaan tata ruang dengan sistem pemanfaatan ruang serta 
sistem pengendalian pemanfaatan ruang. 
Melihat kenyataan tersebut, jelas bahwa aspek fisik tanah 
sangat menentukan pelaksanaan pembangunan yang bias 
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bermanfaat bagi semua kepentingan masyarakat secara terpadu, 
berdaya guna dan berhasil guna, serasi dan berkesinambungan. 
Agar tanah dapat dipergunakan secara efesien untuk 
menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beraneka ragam 
intensitasnya, terutama di daerah perkotaan, maka penyediaan 
dan penggunaan tanah diatur di dalam suatu rencana induk yang 
disebut Master Plan (rencana tata guna tanah). Dalam rencana 
tata guna tanah inilah yang mengatur manfaat dan penggunaan 
tanah  secara optimal, terinci berdasarkan pada rencana induk 
kota. 
Adapun land use planning atau RTRW Kota Makassar 
2005-2015 adalah sebagai berikut (Tercantum dalam Perda No. 6 
Tahun 2006 tentang RTRW Kota Makassar Tahun 2005-2015): 
Pasal 6 
Tujuan Penataan Ruang adalah: 
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, 
berbudidaya, dan berkeadilan; 
2. Terselanggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sesuai 
dengan kemampuan daya dukung dan daya tamping 
lingkungan hidup, kemampuan masyarakat dan 
pemerintah, serta kebijakan pembangunan nasional dan 
daerah; 
3. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya 
alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan 
sebsar-besarnya sumber daya manusia; 
4. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang pada 
kawasan lindung dan kawasan budidaya. 
Pasal 7 
Kebijakan Pengembangan Penataan Ruang Kota adalah: 
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1. Memantapkan fungsi kota Makassar sebagai Kota Maritim, 
Niaga, Pendidikan, Budaya, dan Jasa berskala Nasional 
dan Internasional; 
2. Memperioritaskan arah pengembangan kota ke arah koridor 
Timur, Selatan, Utara, dan membatasi Pengembangan  ke 
arah Barat agar tercapai keseimbangan ekosistem; 
3. Melestarikan fungsi dan keserasian lingkungan hidup di 
dalam penataan ruang dengan mengoptimalkan daya 
dukung dan daya tamping lingkungan hidup; 
4. Mengembangkan sistem prasarana dan sarana Kota yang 
berintegrasi dengan sistem regional, nasional dan 
internasional. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Hasan Alwi, 
2001 : 97) bahwa yang dimaksud dengan rencana umum tata 
ruang kota adalah rencana peruntukan, penggunaan, penyediaan 
dan pemeliharaan tanah agar dapat digunakan secara optimal dan 
dapat dirasakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
Dalam meningkatkan pembangunan, Pemerintah Kota 
Makassar telah menetapkan pola dasar pembangunan daerah 
untuk lebih meningkatkan atau menciptakan iklim yang menunjang 
pertumbuhan perumahan, permukiman dan industri. Oleh karena 
itu, semakin ditingkatkan usaha penataan dan pengaturan wilayah 
pada kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang tepat 
sesuai dengan tata perencanaan kota. 
Pemerintah Kota Makassar dalam upaya pengembangan 
wilayah perkotaan, telah membuat pokok-pokok kebijaksanaan 
dalam pembangunan perumahan dan permukiman kumuh yaitu: 
1. Pembangunan perumahan dan permukiman kumuh diarahkan 
untuk dapat membuat struktur ekonomi melalui penyusunan 
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program terpadu yang saling menunjang antara berbagai 
sektor perumahan dan sektor-sektor lainnya. 
2. Struktur perumahan dan permukiman semakin diperkuat dan 
diperdalam melalui usaha pengelolaan antara berbagai jenis 
perumahan. 
3. Pembangunan perumahan sederhana dan sehat dengan 
sasaran menegah ke bawah harus ditingkatkan, sehingga 
dapat terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan 
menengah ke bawah. 
4. Pembangunan perumahan dan permukiman secara 
keseluruhan ditujukan untuk mengarah kepada pencapaian 
masyarakat Indonesia yang berkepribadian maju, sejahtera 
berdasarkan pada Pancasila serta tetap mendorong 
partisipasi masyarakat luas dalam pembangunan perumahan. 
5. Keberadaan masyarakat Kota Makassar sendiri di dalam 
usaha pembangunan perumahan semakin diperbesar malalui 
peningkatan kemampuan dalam melakukan rancang bangun 
dan perekayasaan, dalam mengelola usaha perumahan 
dengan penguasaan berbagai teknologi dalam proses 
pembangunannya (Anonim (1989) dalam Rahardjo 
Adisasmita, 2010 : 19) 
Atas dasar kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut  di atas 
dan sejalan dengan arah yang telah ditetapkan oleh pola dasar 
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pembangunan daerah, maka dalam penentuan lahan pada 
kawasan perumahan dan permukiman Kota Makassar, diharapkan 
bisa benar-benar sesuai dengan fungsi dan tata guna tanah yang 
bisa memberikan arti bagi peningkatan pembangunan kota 
Makassar sebagai kota metropolitan. 
4. Permasalahan Dalam Penataan Ruang Perkotaan 
Perkotaan di Indonesia sedang mengalami percepatan 
pertumbuhan yang tinggi, yang membawa dampak ada 
peningkatan kebutuhan ruang perkotaan dan penyediaan 
prasarana dan saran dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi 
kebutuhan di masa mendatang. Hal ini terutama dikaitkan dengan 
kemungkinan peningkatan produktivitas (ekonomi) perkotaan 
(Budi Supriyanto dalam Farid, 2008 : 17). 
Namun di balik perkembangan kota saat ini, ternyata 
mengakibatkan berbagai macam permasalahan, terutama 
permasalahan lingkungan di perkotaan. Menjamurnya 
permukiman kumuh, polusi udara, polusi air adalah beberapa 
permasalahan lingkungan perkotaan yang muncul di wilayah 
perkotaan yang ada di Indonesia. 
Di tinjau dari segi fisik, permasalahan utama penataan 
ruang di perkotaan disebabkan hal-hal sebagai berikut: 
a. Semakin berkurangnya ruang terbuka yang disebabkan oleh 
semakin banyaknya bangunan sehingga penggunaan tanah 
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pun tak terkendalikan sehingga tanah yang sebenarnya untuk 
ruang terbuka atau taman-taman sebagai paru-paru kota 
banyak disalahgunakan untuk bangunan gedung-gedung 
perkantoran, perumahan, maupun pengembangunan 
infrastruktur daerah perkotaan sendiri oleh pemerintah seperti 
pembangunan jalan raya. 
b. Menjamurnya perumahan kumuh yang disebabkan oleh arus 
urbanisasi, sebab orang-orang yang melakukan urbanisasi 
tersebut tidak seharusnya mempunyai tanah atau rumah di 
perkotaan untuk ditinggali karena berpaling lagi kepada 
permasalahan ekonomi, dimana untuk membeli tanah dan 
rumah di perkotaan membutuhkan biaya yang sangat besar 
sehingga mereka membangun rumah liar di lokasi-lokasi 
pinggiran perkotaan. Dan hal ini mengakibatkan timbulnya 
perkampungan kumuh di tengah-tengah wilayah perkotaan. 
c. Terjadinya penyerobotan tanah di pusat-pusat kota maupun di 
pinggir-pinggir kota yang banyak mengakibatkan 
permasalahan di kemudian hari. 
Timbulnya kemacetan lalu lintas di tengah-tengah kota 
memperlambat aktivitas (Prasetyo Rijadi dalam Farid, 2008 : 19). 
Hal tersebut jelas mempengaruhi penataan ruang 
perkotaan dan akan semakin lebih parah lagi apabila 
pembangunan lebih berorientasikan pada daeah pusat perkotaan, 
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sebab dengan pola pembangunan yang demikian menjadikan laju 
urbanisasi kian berjalan dengan cepatnya. 
Permasalahan minimnya ruang terbuka hijau yang menjadi 
salah satu permasalahan yang timbul di kawasan perkotaan. 
Ruang terbuka hijau di kota-kota besar kini keluasannya semakin 
susut, hal itu diakibatkan perkembangan pembangunan di 
perkotaan yang pesat. Akibatnya ruang terbuka hijau saat ini 
merupakan permasalahan yang pelik dan sulit diatasi. 
Adanya pembangunan yang tak terkontrol tersebut, 
menjadikan ruang terbuka hijau di perkotaan habis dipergunakan 
dan digantikan oleh bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, 
dan sarana infrastruktur penunjang perkotaan. Dalam tahap awal 
perkembangan kota, sebagian besar wilayah perkotaan 
merupakan ruang terbuka hijau, namun adanya kebutuhan untuk 
menampung penduduk dan aktivitasnya, ruang terbuka hijau 
cenderung mengalami konservasi lahan menjadi kawasan 
terbangun. Alih fungsi lahan yang pesat telah menimbulkan 
kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan 
dalam menopang kehidupan masyarakat perkotaan, sehingga 
perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas 
lingkungan melalui penyedian ruang terbuka hijau yang memadai. 
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Selain permasalahan ruang terbuka hijau, terjadinya 
urbanisasi pun secara perlahan-lahan mempengaruhi praksis 
penataan ruang di perkotaan, hal ini berhubungan dengan adanya 
pertambahan populasi akibat urbanisasi tersebut yang beriringan 
dengan kebutuhan akan tanah yang subur di daerah sekelilingnya, 
termasuk diantaranya ruang-ruang terbuka di wilayah perkotaan 
yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem 
setempat. Dengan kata lain, kota berkembang tanpa rencana dan 
banyak membawa dampak yang negatif dalam penataan ruang 
perkotaan, namun kita juga tidak boleh mengesampingkan 
dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya urbanisasi 
tersebut, seperti misalnya penambahan tenaga kerja yang 
potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan. 
Urbanisasi yang tidak dibarengi dengan perubahan pola 
pikir masyarakat pedesaan, dalam hal ini pengetahuan kaum 
urban mengenai penataan ruang justru merugikan para urbanisan 
sendiri, yang akibatnya menjadi beban masyarakat kita pada 
umumnya, dan pengelola kota pada khususnya. Hal tersebut 
tercermin dari merebaknya permukiman-permukiman kumuh di 
wilayah perkotaan sebagai gambaran persentase kemiskinan 
yang lebih tinggi di perkotaan. 
Dalam hal peremajaan permukiman kumuh nampaknya 
menjadi buah simalakama bagi pemerintah, sebagaimana kita 
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ketahui apabila wilayah kumuh tetap dibiarkan berdiri maka yang 
terjadi adalah permukiman kumuh tersebut akan semakin 
menjamur kemana-mana. Sementara jika dilakukan renovasi 
terhadap permukiman kumuh dikhawatirkan akan semakin 
meningkatkan rangsangan penduduk yang masih berada di 
pedesaan untuk berduyun-duyun menuju ke kota dengan 
berasumsi bahwa walaupun mereka nantinya mendirikan 
permukiman liar untuk ditinggali, namun pemerintah akan 
memperbaiki permukiman yang mereka dirikan tersebut. 
5.  Aspek Pertanahan pada Kawasan Perumahan dan 
Permukiman 
Dalam rangka penyediaan dan penggunaan tanah yang 
diperuntukkan pada pembangunan kawasan industri, terlebih 
dahulu harus memperhatikan segala ketentuan peraturan yang 
berlaku, selain itu memperhatikan planologie daerah tersebut, 
sehingga benar-benar bisa menciptakan pembangunan kawasan 
perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan. 
Berdasarkan pola tata guna tanah, bahwa penentuan tanah 
sebagai kawasan perumahan dan permukiman harus benar-benar 
mendapatkan tanah yang cukup asri, sejuk dan nyaman bagi 
pemukiman penduduk. 
Pasal 1 angka (24) RTRW Kota Makassar Tahun 2005-
2015, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kawasan 
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permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan 
bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian 
beserta prasarana dan sarana lingkungan yang testruktur dengan 
Koefisien Dasar Bangunan lebih besar dari 20% (dua puluh 
persen). Kawasan permukiman dengan Koefisien Dasar 
Bangunan Rendah adalah kawasan yang secara keseluruhan 
Koefisien Dasar Bangunannya maksimum 20% (dua puluh 
persen). 
Pada dasarnya di dalam melaksanakan pembangunan, 
terutama pembangunan perumahan dan permukiman, tanah 
merupakan faktor utama artinya apakah pengusahaan itu dapat 
dilaksanakan atau tidak itu tergantung tersedianya tanah yang 
ada, maka dalam penentuan lokasi para pengusaha perumahan 
sering mengalami hambatan untuk memperoleh sebagai kawasan 
permukiman yang benar-benar cocok. Namun dengan adanya 
kebijaksanaan dalam penentuan lahan bagi pemukiman maka 
persoalan tersebut dapat teratasi. 
Dalam penyediaan lahan untuk kawasan perumahan dan 
pemukiman seharusnya terletak pada suatu kompleks yang 
memang diperuntukkan khusus untuk itu, hal ini dimaksudkan 
untuk menghindari hal-hal negatif yang terjadi di sekitar area 
pemukiman tersebut. Sehubungan kelestarian lingkungan, dalam 
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
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Pengelolaan Lingkungan yang diganti menjadi Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa pelaksanaan 
pembangunan perumahan dan pemukiman harus tetap 
memperhatikan sasaran pengelolaan lingkungan yakni: 
a. Tercapainya keselarasan, keserasian antara manusia dan 
lingkungan hidup; 
b. Terwujudnya manusia Indonesia insan lingkungan hidup yang 
memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan 
hidup; 
c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi 
masa depan; 
d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; 
e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; 
f. Terlindunginya Negara Kesatuan Indonesia terhadap dampak 
usaha dan/atau kegiatan yang diluar wilayah Negara yang 
menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 
hidup. 
Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: 
“setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak 
besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki 
analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh 
izin melakukan usaha dan/atau kegiatan”. 
Atas dasar ketentuan tersebut maka di dalam 
pembangunan perumahan dan permukiman harus tetap menjaga 
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kelestarian alam. Selanjutnya dalam menetapkan beberapa 
persyaratan untuk pembangunan kawasan perumahan dan 
permukiman terdapat beberapa kriteria yang biasa dijadikan 
indikator (Anonim (1989) dalam Rahardjo Adisasmita, 2010 : 24) , 
yakni: 
a. Sejauh mungkin dihindari penggunaan areal pada tanah 
kesulitan pertanian yang masih produktif atau subur. 
b. Sedapat mungkin memanfaatkan tanah yang kurang produktif. 
c. Dihindari pemindahan penduduk dan tempat pemukiman atau 
penggusuran. 
d. Diperhatikan persyaratan untuk mencegah terjadinya 
pencemaran pada lingkungan pemukiman tersebut.  
Salim (1986 : 30) menyatakan bahwa untuk peningkatan 
industri perumahan, maka pemerintah memberikan 
kebijaksanaan, seperti telah digariskan dalam Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional yang menetapkan berbagai 
pokok pendekatan, yakni: 
1. Pendekatan masalah lingkungan dan sudut kependudukan, 
dengan meningkatnya penduduk akan memberikan pengaruh 
negatif pada lingkungan permukiman; 
2. Pendekatan dan sudut lintas sektoral, yaitu dengan 
mengendalikan efek-efek negatif dan pembangunan sektoral 
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itu sendiri, misalnya dalam meningkatkan sektor pertanian 
dengan menggunakan pupuk atau pestisida yang sangat 
berpengaruh terhadap lingkungan. Pada sektor prasarana 
(infra struktur), yaitu adanya peningkatan jaringan 
transportasi, pembangkit tenaga listrik, saluran distribusi 
minyak bumi yang kesemuanya akan memberikan pengaruh 
terhadap pencemaran lingkungan; 
3. Pendekatan dan sudut media lingkungan, seperti tanah, air, 
dan ruang angkasa serta lautan lepas; 
4. Pendekatan dan unsur-unsur penunjang, seperti faktor 
pendidikan, pengembangan ilmu dan teknologi serta 
pembinaan hukum beserta aparatur pelaksanaannya. 
Dari keempat pendekatan inilah merupakan faktor yang 
bias diharapkan untuk mengantisipasi di dalam meningkatkan 
industry perumahan dan permukiman yang memperhatikan akan 
kelestarian alam. Dalam Pasal 1 angka (13) Undang-Undang 
Lingkungan hidup juga telah menggariskan bahwa, pembangunan 
yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup secara 
yuridis adalah apabila konsep pembangunan tersebut 
dilaksanakan secara berkesinambungan yang dikaitkan dengan 
masalah pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan 
tersebut harus berwawasan lingkungan sebagai upaya dasar dan 
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berencana dalam mengelola sumber daya alam secara bijaksana 
(Husein, 1992 : 18). 
Berdasarkan pada konsep tersebut di atas, setiap 
pemanfaatan tanah pada lingkungan kawasan perumahan dan 
permukiman harus benar-benar memperhatikan kelestarian 
lingkungan, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-
Undang Lingkungan Hidup antara lain dalam Pasal 7 disebutkan 
bahwa, setiap pengusaha wajib memelihara kelestarian dan 
kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang dalam 
meenunjang pembangunan yang berkesinambungan. 
Dari keseluruhan peraturan tersebut di atas, dimaksudkan 
agar setiap pendayagunaan sumber daya alam benar-benar dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk 
sekadar mendapatkan keuntungan, tetapi hasilnya bisa dinikmati 
oleh seluruh lapisan masyarakat, 
C. Perumahan dan Kawasan Permukiman 
1. Pengertian Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Pembangunan di bidang yang berhubungan dengan 
tempat tinggal beserta sarana dan prasarananya memang perlu 
mendapatkan prioritas mengingat tempat tinggal merupakan salah 
satu kebutuhan dasar (basic need) manusia. Sudah selayaknya 
apabila untuk pembangunan perumahan dan permukiman itu 
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pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan 
tentang perumahan dan permukiman yang dimaksudkan untuk 
memberikan arahan (guide line) bagi pembangunan sektor 
perumahan dan permukiman. 
Salah satu landasan yang digunakan oleh pemerintah 
yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan peran 
kelembagaan dalam pembangunan perumahan dan permukiman 
adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan 
dan Permukiman. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa 
perumahan berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 
lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana 
lingkungan, sedangkan pemukiman adalah bagian dari lingkungan 
hidup di luar kawasan hutan lindung, baik yang berupa kawasan 
perkotaan maupun kawasan pedesaan yang berfungsi sebagai 
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat 
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 
Setelah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang 
Perumahan dan Permukiman diubah menjadi Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan pengertian dasar 
perumahan dan kawasan permukiman, yakni: 
“Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu 
kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, 
penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan 
permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan 
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peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan 
sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.” 
Pengertian dasar permukiman dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2011 adalah bagian dari lingkungan hunian yang 
terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai 
prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang 
kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan 
perdesaan. 
RTRW Kota Makassar juga menjelaskan pengertian 
kawasan permukiman. Kawasan permukiman adalah kawasan 
yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan 
permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan 
sarana lingkungan yang terstruktur dengan Koefisien Dasar 
Bangunan lebih besar dari 20% (dua puluh persen) (Tercantum 
RTRW Kota Makassar tahun 2005-2015). 
Apabila dilihat dari perkembangannya, proses 
pembangunan memang sangat dipengaruhi oleh adanya landasan 
pembangunan yang kuat, pelaku pembangunan, serta modal 
dasar pembangunan yang kuat pula, yaitu agama. Dalam lingkup 
pembangunan, masyarakat merupakan pelaku utama 
pembangunan tersebut. Mengarahkan, membimbing, dan 




2.  Dasar Hukum Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui 
pembangunan kawasan permukiman skala besar yang terencana 
secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang 
bertahap (Bab IV Pasal 18). Pembangunan kawasan permukiman 
tersebut ditujukan untuk menciptakan kawasan permukiman yang 
tersusun atas satuan-satuan lingkungan permukiman dan 
mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas 
lingkungan perumahan yang telah ada di dalam atau di sekitarnya, 
yang dihubungkan oleh jaringan transportasi sesuai dengan 
kebutuhan dengan kawasan lain yang memberikan berbagai 
pelayanan dan kesempatan kerja. Dasar hukum dalam 
perencanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman dalam hal ini permukiman kumuh kota meliputi: 
1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. 
2. Pasal 2, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-undang Pokok 
Agraria. 
3. Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang. 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman.  
Dalam peraturan ini bahwa salah satu upaya pemerintah 
dalam menciptakan perumahan dan permukiman yang 
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menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau 
dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, 
terencana, terpadu, dan berkelanjutan.  Untuk mewujudkan 
tujuan tersebut dapat dilakukan dengan memfasilitasi 
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh, serta melalui kerja sama tingkat nasional 
dan internasional antara Pemerintah dan badan hukum dalam 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Penatagunaan Tanah. 
Dalam peraturan ini mengamanatkan penyelenggaraan tata 
guna tanah yang perencanaannya didasarkan pada Rencana 
Tata Ruang wilayah Kota. 
6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 
Selaku Ketua  Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian 
Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Nasional 
(BKP4N) Nomor : 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan Dan 
Strategi Nasional Perumahan Dan Permukiman (KSNPP). 
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 
1991 tentang Konsolidasi Tanah. 
8. Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 




Peraturan ini mengamanatkan dalam pola penataannya 
mengenai pelestarian/pelindungan kawasan, seperti 
pengendalian kawasan pelestarian, revitalisasi kawasan, serta 
pengendalian kawasan rawan bencana, seperti lingkungan 
permukiman kumuh/nelayan,  
9. Peraturan Menteri Pekerjaa Umum Nomor 18/PRT/M/2010 
tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan. 
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Rencaa Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2005-2015. 
Dalam peraturan ini mengamanatkan penyelenggaraan 
permukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 
hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tamping 
lingkungan hidup, serta perbaikan lingkungan pada kawasan 
permukiman kumuh ringan, sedang, dan berat.  
3.  Permukiman Kumuh 
Sebelum mengarah kepada permukiman kumuh, perlu 
diketahui arti dasar dari kumuh itu sendiri, Kumuh adalah kesan 
atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang 
rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas 
menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai 
tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan 
kepada golongan bawah yang belum mapan. 
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Kumuh dapat ditempatkan sebagai sebab dan dapat pula 
ditempatkan sebagai akibat. Ditempatkan di mana pun juga, kata 
kumuh tetap menjurus pada sesuatu hal yang bersifat negatif 
menurut Clinard dalam Budiharjo (1984) (Jawas Dwijo Putro, 
2011: 20). Pemahaman kumuh dapat ditinjau dari :  
1. Sebab Kumuh  
Kumuh adalah kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup 
dilihat dari (1) segi fisik, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh 
unsur-unsur alam seperti air dan udara, (2) segi masyarakat/ 
sosial, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri 
seperti kepadatan lalu lintas, sampah.  
2. Akibat Kumuh  
Kumuh adalah akibat perkembangan dari gejala-gejala antara 
lain (1) kondisi perumahan yang buruk; (2) penduduk yang 
terlalu padat; (3) fasilitas lingkungan yang kurang memadai; 
(4) tingkah laku menyimpang; (5) budaya kumuh; (6) apati dan 
isolasi. 
Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan 
kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. 
Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai 
dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan 
bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, 
sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang 
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terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya (Jawas Dwijo 
Putro, 2011 : 21).  
Permukiman kumuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (13) adalah permukiman yang tidak 
layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan 
bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan 
prasarana yang tidak memenuhi syarat. 
Ciri-ciri permukiman kumuh, seperti yang diungkapkan 
oleh Suparlan (dalam Jawas Dwijo Putro, 2011 : 22) adalah: 
1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.  
2. Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan 
ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang 
mampu atau miskin. 
3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi 
dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman 
kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata 
ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.  
4. Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti 
yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan 
dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai: 
a. Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan 
karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.  
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b. Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari 
sebuah. 
c.  RT atau sebuah RW. 
d. Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai 
sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah 
Kelurahan, dan bukan hunian liar. 
5. Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi 
tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan 
tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal 
muasalnya. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga 
dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas 
kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut. 
6. Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka 
yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata 
pencaharian tambahan di sektor informil. 
4. Faktor-faktor Penyebab Meningkatnya Jumlah Kawasan 
Kumuh 
Penyebab adanya kawasan kumuh atau peningkatan 
jumlah kawasan kumuh yang ada di kota menurut Suparlan (1997) 
(dalam Jawas Dwijo Putro, 2011 : 22)  adalah:  
1. Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan krisis ekonomi. 
2. Faktor bencana.  
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Faktor ekonomi atau kemiskinan mendorong bagi 
pendatang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota-
kota. Dengan keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan 
modal, maupun adanya persaingan yang sangat ketat di antara 
sesama pendatang maka pendatang-pendatang tersebut hanya 
dapat tinggal dan membangun rumah dengan kondisi yang sangat 
minim di kota-kota. Di sisi lain pertambahan jumlah pendatang 
yang sangat banyak mengakibatkan pemerintah tidak mampu 
menyediakan hunian yang layak. 
Faktor bencana dapat pula menjadi salah satu pendorong 
perluasan kawasan kumuh. Adanya bencana, baik bencana alam 
seperti misalnya banjir, gempa, gunung meletus, longsor maupun 
bencana akibat perang atau pertikaian antar suku juga menjadi 
penyebab jumlah rumah kumuh meningkat dengan cepat. 
Penghasilan rendah, pendidikan yang sangat kurang, dan 
kelangkaan waktu yang tersedia oleh pekerjaan, menyebabkan 
masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan. 
Semakin miskin keadaan mereka, semakin besar kebutuhan untuk 
tinggal di pusat kota secara liar, namun memungkinkan untuk 
mendapatkan pekerjaan atau sumber penghasilan (Paulus 
Wirotomo, 1997 : 15). 
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Karena proses yang ditempuh masyarakat miskin untuk 
memperoleh perumahan seringkali berada di luar hukum, menurut 
Patrick Mc Auslan, ada lima konsekuensi yang berbahaya, antara 
lain(Paulus Wirotomo, 1997: 16)  
1. Orang terpaksa membangun rumah di tempat yang buruk 
lingkungannya atau berbahaya bagi kesehatannya. 
Permukiman miskin sering bermunculan di atas tanah landai 
yang mudah longsor, di atas rawa-rawa, dibantalan sungai, 
atau sepanjang kiri-kanan rel kereta api. Tanah yang demikian 
tidak mempunyai nilai komersial sehingga penghuniannya 
terhindar dari kemungkinan terkena operasi pembongkaran 
atau penggusuran. 
2. Karena status yang tidak legal dan tidak menentu, mereka 
praktis tidak terjangkau prasarana yang dibuat pemerintah, 
seerti air ledeng, pembuangan sampah, jalan aspal, sekolah, 
dan puskesmas. 
3. Kota itu sendiri berkembang secara serampangan, 
permukiman-permukiman liar bermunculan di bagian kota 
yang tidak diinginkan, sehingga seringkali ketersediaan 
pelayanan umum yang sangat dibutuhkan tersebut tidak 
memungkinkan. 
4. Karena para penghuni liar ini berada dalam keadaan tidak 
menentu dan tidak mengetahui apakah akan digusur atau 
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tidak, maka mereka tidak berani memperbaiki perumahan 
mereka. 
5. Karena statusnya sebagai permukiman liar, perkampungan 
miskin itu lebih banyak mendapat tekanan dari oknum-oknum 
petugas, yang melakukan pembongkaran dan penggusuran. 
D. Revitalisasi 
Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu 
kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital hidup akan tetapi 
mengalami kemunduran dan degradasi. 
Proses revitalisasi sebuah kawasan atau bagian kota 
mencakup perbaikan aspek fisik dan aspek ekonomi dari bangunan 
maupun ruang kota. Revitalisasi fisik merupakan strategi jangka 
pendek yang dimaksudkan untuk mendorong terjadinya peningkatan 
kegiatan ekonomi jangka panjang. Revitalisasi fisik diyakini dapat 
meningkatkan kondisi fisik (termasuk juga ruang ruang publik) kota, 
namun tidak untuk jangka panjang. Untuk itu, tetap diperlukan 
perbaikan dan peningkatan aktivitas ekonomi (economic revitalization) 
yang merujuk kepada aspek sosial budaya serta aspek lingkungan 
(environmental objectives). Hal tersebut mutlak diperlukan karena 
melalui pemanfaatan yang produktif, diharapkan akan terbentuklah 
sebuah mekanisme perawatan dan kontrol yang langgeng terhadap 
keberadaan fasilitas dan infrastruktur kota. 
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Sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi 
terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu 
tertentu serta meliputi hal - hal sebagai berikut: 
1. Intervensi fisik 
Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan 
kondisi visual kawasan khususnya dalam menarik kegiatan dan 
pengunjung, intervensi fisik ini perlu dilakukan. Intervensi fisik 
mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara 
bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi 
fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, system 
tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan (urban realm). Isu 
lingkungan (environmental sustainability) pun menjadi penting, 
sehingga intervensi fisik pun sudah semestinya memperhatikan 
konteks lingkungan. Perencanaan fisik tetap harus dilandasi 
pemikiran jangka panjang. 
2. Rehabilitasi ekonomi 
Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, 
diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan 
formal (local economic development), sehingga mampu 
memberikan nilai tambah bagi kawasan kota. Revitalisasi yang 
diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus 
mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Dalam konteks 
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revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa 
mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (vitalitas baru). 
3. Revitalisasi sosial/institusional 
Revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu 
menciptakan lingkungan yang menarik (interesting), jadi bukan 
sekedar membuat beautiful place. Kegiatan tersebut harus 
berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan 
kehidupan sosial masyarakat/warga (public realms). Kegiatan 
perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan 
lingkungan sosial yang berjati diri (place making) dan hal ini pun 
selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi 
yang baik. 
Revitalisasi sebagai bentuk upaya peningkatan suatu 
kawasan tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai penyelenggara. 
Usaha pemerintah dalam penanganan terpadu perumahan dan 
permukimanan kumuh meliputi kegiatan pembangunan fisik dan 
kegiatan pembinaan ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan 
masyarakat (Paulus wirotomo, 1997 : 8). 
Penanganan terpadu perumahan dan permukiman kumuh 
disesuaikan dengan kepadatan penduduk dan kondisi bangunan, 
prasarana dan sarana lingkungan serta utilitasnya serta kesesuaian 




1. Perbaikan atau pemugaran. 
Perumahan dan permukiman kumuh yang lokasinya sesuai 
dengan rencana tata ruang, dengan tingkat kepadatan penduduk 
dan bangunan yang tidak sangat tinggi, sehingga masih 
dimungkinkan penambahan, perluasan, serta perbaikan 
bangunan, prasarana dan sarana lingkungan maupun utilitas 
umum, penanganannya dilakukan dengan perbaikan atau 
pemugaran. 
2. Peremajaan. 
Perumahan dan permukiman kumuh yang lokasinya sesuai 
dengan rencana tata ruang, akan tetapi dengan tingkat kepadatan 
penduduk dan bangunan yang sangat tinggi, sehingga tidak 
dimungkinkan penambahan, perluasan, dan perbaikan bangunan, 
prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum, 
penanganannya dilakukan dengan peremajaan. 
3. Relokasi. 
Perumahan dan permukiman kumuh yang lokasinya tidak sesuai 
dengan rencana tata ruang, penanganannya dilakukan dengan 
relokasi ke lokasi perumahan dan permukiman lain yang telah 
dipersiapkan sesuai dengan peruntukkannya, dan dengan 
memperhatikan kesinambungan kesempatan kerja dan 
peningkatan masyarakat penghuni. 
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2.5 Sustainable Urban Neighborhood 
Sustainable Urban Neighborhood adalah skala kecil kawasan 
perkotaan yang terdiri dari sosial, ekonomi dan lingkungan 
berkelanjutan. Istilah "SUN" adalah berkelanjutan yang berhubungan 
dengan generasi yang akan datang dan mengurangi dampak yang 
dapat merusak lingkungan, keadaan kota yang berkaitan dengan 
lokasi dan karakter fisik, dan kesejahteraan sosial dan ekonomi 
daerah. 
Kawasan yang dapat disebut telah menjadi sebuah lingkungan 
yang sustainable urban neighbourhood dimana perencanaan tata 
ruang yang strategis antara lain: 
a. Kawasan yang dapat ditempuh dengan jalan kaki 
Hal ini akan memungkinkan karyawan untuk tinggal di dekat 
tempat kerja, mengurangi kendaraan dan menciptakan komunitas 
ramah lingkungan. 
b. Dapatkan spasial strategi yang tepat. 
Sekitar perencanaan dan perencanaan penggunaan lahan dan 
infrastruktur wewenang dan sub-wilayah tingkat lokal saling 
melengkapi. 
c. Mendorong pemulihan area hijau di pusat kota. 
Investasi publik jangka panjang sangat penting untuk mendukung 




d. Gunakan solusi pendanaan yang kreatif. 
Kepastian keuangan memerlukan kerja sama antara masyarakat 
dan sektor swasta dan pengurangan risiko dalam pembangunan. 
Perancangan desain yang dapat dilakukan untuk mencegah 
pengurangan lahan lingkungan asli dari pembangunan yang 
berlebihan, yaitu: 
1. Memaksimalkan penggunaan lahan dan bangunan serta 
mengurangi pembangunan yang dapat mengurangi lahan hijau. 
2. Menyediakan hunian yang ramah lingkungan. 
3. Mendorong penataan daerah perkotaan yang baik dengan cara 
kualitas bangunan, perencanaan jalan, dan ruang terbuka dengan 
fasilitas yang baik. 
4. Memudahkan kegiatan masyarakat setempat dari pergi bekerja 
maupun fasilitas-fasilitas lainnya. 
5. Membuat transportasi publik menjadi nyaman dan layak serta 






A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di kawasan permukiman kumuh 
Kelurahan Lette Kecamatan Mariso dan kawasan kumuh Tallo 
(Kelurahan Buloa dan Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo), dengan 
pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan permukiman kumuh 
ringan, sedang dan berat Kota Makassar sesuai zonasi RTRW Kota 
Makassar yang juga kawasan prioritas revitalisasi permukiman kumuh 
berbasis program NUSSP (Neighborhood Upgrading and shelter 
Sector Project). 
B. Populasi dan Sampel 
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah lokasi 
permukiman kumuh Kawasan Kumuh Tallo yakni kelurahan Buloa dan 
Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar. 
Dari populasi tersebut, selanjutnya ditarik sampel dengan 
menggunakan teknik puposive sampling, yang dianggap memenuhi 
sebagai responden. Sampel dalam penelitian ini adalah: 
a. Aparat  pegawai kelurahan sebanyak 3 orang responden. 
b. Masyarakat penghuni permukiman kumuh sejumlah 40 
orang responden yakni 20 orang di Kelurahan Tallo dan 20 
orang di Kelurahan Buloa. 
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Di samping sampel tersebut di atas, penulis juga mengambil 
narasumber atau informan sebanyak 4 (empat) orang dari 4 (empat) 
instansi berbeda yakni Bappeda Kota Makassar, Dinas Tata Ruang 
Kota Makassar, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, dan Badan 
Pertanahan Nasional Kota Makassar. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data yang mempunyai hubungan 
dengan permasalahan dan tujuan penelitian, adapun jenis dan sumber 
data yang penulis gunakan dibagi ke dalam dua jenis data, yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah pengumpulan data melalui Field Research 
berupa data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama 
(responden) pada lokasi penelitian dan hasil wawancara langsung 
dari sumber kedua (aparat instansi). 
2. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui 
Library Research terutama melalui penelusuran buku-buku, 
laporan-laporan penelitian dan naskah-naskah ilmiah lainnya serta 
informasi dari pejabat-pejabat yang berwenang. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Sehubungan dengan pembahasan skripsi penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
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1. Field Research (Peneliti Lapangan) yaitu mengadakan penelitian 
di lapangan secara langsung pada objek yang di tuju, dengan 
mengambil data yang diperlukan. Dalam metode Field Research 
ini ditempuh jalur penelitian: 
a. Wawancara (interview), yaitu pegambilan data dengan cara 
mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber 
dan responden dengan pedoman wawancara yang bersifat 
terbuka. 
1. Narasumber 
Dalam penelitian ini adalah pejabat instansi  yang terkait 
dengan kegiatan pelaksanaan revitalisasi permukiman kumuh 
yaitu: Ir. Hasanuddin selaku staf Bidang Fisik dan Prasarana 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 
Pemerintah Kota Makassar, Dr. Ir. Muh. Fuad Azis,Dm.,Msi. 
Staf Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan Dinas 
Pekerjaan Umum Kota Makassar, Noorhaq Alamsyah staf 
Bidang Pengukuran Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota 
Makassar, Mansyur, S.H. Badan Pertanahan Nasional Kota 
Makassar. 
Selain itu narasumber dari pejabat kelurahan yang terkait yaitu: 
Basri selaku  Lurah Lette, Iraman selaku Lurah Buloa, Rusdi 
selaku Ketua LPM Kelurahan Buloa, dan H. Jumado selaku 
Ketua RW 05 Kelurahan Tallo. 
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2. Responden adalah masyarakat yang bertempat tinggal di 
kawasan kumuh Tallo yang berjumlah 40 orang yang terdiri 
dari 20 orang masyarakat RW 02 RT 08 Kelurahan Buloa 
dan 20 orang lagi masyarakat RW 05 Kelurahan Tallo 
Kecamatan Tallo. 
b. Metode dokumentasi yaitu peneliti mengambil data atau arsip-
arsip yang diberikan oleh instansi-instansi yang terkait dengan 
pelaksanaan revitalisasi permukiman kumuh. Serta data 
sekunder yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yang 
diperoleh di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. 
2. Library Research (Penelitian Pustaka) yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yaitu data yang 
didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-
undangan, karya tulis serta data yang didapatkan dari 
penelusuran melalui internet atau media lain yang ada 
hubungannya dengan skripsi ini. 
E.  Analisis Data 
Berdasarkan perolehan data primer maupun data sekunder, 
penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu mendeskriptifkan 
data tersebut yang selanjutnya diikuti dengan penafsiran dan 
kesimpulan. Penyajian data secara deskriptif  yaitu dengan cara 
menjelaskan, menggambarkan, dan memecahkan permasalahan yang 




 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Permukiman Kumuh Di Kota Makassar 
1. Gambaran Umum Permukiman Kumuh di Wilayah Kota 
Makassar 
Secara geografis Kota Makassar memiliki posisi strategis 
karena berada pada persimpangan jalur lintas balik utara ke selatan 
maupun dari arah barat ke timur. Dengan posisi ini Kota Makassar 
berada dalam titik koordinat 119° 18’ 30,18” sampai dengan 119° 32’ 
31,03” BT dan 5°.00’.30,18” dan 5°14’ 6,49” LS serta terletak di Pantai 
Barat Pulau Sulawesi Selatan. Kota Makassar mempunyai luas 
wilayah seluruhnya berjumlah 17577,0 Ha atau 175,77 Km2, yang 
terdiri dari perbukitan dan pantai dengan jumlah penduduk sebanyak 
kurang lebih 1.369.606 jiwa.  
Pada bagian Utara terdiri dari Kecamatan Biringkanayya, 
Tamalanrea, Tallo, dan Ujung Tanah. Di bagian selatan terdiri dari 
Kecamatan Tamalate dan Rappocini. Di bagian timur terdiri dari 
Kecamatan Manggala dan Panakkukang. Di bagian barat terdiri dari 
Kecamatan Wajo, Bontoala, Ujung Pandang, Makassar, Mamajang, 
dan Mariso. Wilayah Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan dan 143 
kelurahan. 
Menurut data Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar luasan 
sebar permukiman kumuh kota Makassar seluruhnya sebesar 398,49 
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Ha yang tersebar di sepuluh kecamatan di seluruh wilayah Kota 
Makassar. Luas daerah kumuh lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
beriku ini: 











1. Mariso 32,40 11.901 
2. Mamajang - - 
3. Tamalate 56,55 1.465 
4 Rappocini 64,72 15.684 
5. Makassar 6,25 103 
6. Ujung Pandang 5,20 217 
7. Wajo - - 
8. Bontoala 23,00 488 
9. Ujung Tanah 46,81 1.116 
10 Tallo 101,48 29.638 
11. Panakkukang - - 
12. Manggala - - 
13. Biringkanayya 4,08 1.323 
14. Tamalanrea 58,00 615 
 Jumlah 398,49 62.550 
Sumber: Data Presentase Kawasan Prioritas 2014 
Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar 
 
Besaran luas masing-masing Kecamatan Mariso 32,40 Ha, 
Kecamatan Tamalate 56,55 Ha, Kecamatan Rappocini 64,72 Ha, 
Kecamatan Makassar 6,25 Ha, Kecamatan Ujung Pandang 5,20 Ha, 
Kecamatan Bontoala 23,00 Ha, Kecamatan Ujung Tanah 46,81 Ha, 
Kecamatan Tallo 101,48 Ha, Kecamatan Biringkanaya 4,08 Ha, dan 
Kecamatan Tamalanrea 58,00 Ha. Luasan kumuh terbesar terdapat di 
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Kecamatan Tallo dengan luas wilayah kumuh sebesar 101,48 Ha 
dengan jumlah penduduk sebanyak 29.638 jiwa. Tampak dari sebaran 
kumuh di wilayah Kota Makassar, sebaran kumuh terluas berada pada 
titik Pesisir Kota, tengah kota dan daerah perbatasan. 
 Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Muh. Fuad Azis, staf 
Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum 
Kota Makassar, bahwa zonasi kumuh Kota Makassar tersebar dan 
berada di tiga titik wilayah, yakni daerah kumuh pesisir, kumuh tengah 
kota , dan kumuh perbatasan, dimana pemerintah Kota Makassar 
fokus dalam penataan dan pengaturannya dalam penanganan 
masalah kumuh perkotaan. (Wawancara, Kamis, 27 Februari 2014, 
Pukul 08.30 WITA). 
2. Profil Lokasi Penelitian 
Kota Makassar yang memiliki jumlah luasan kumuh yang 
besar yang tersebar di beberapa kecamatan, dimana luas sebaran 
kumuh terbesar dan dengan jumlah kepadatan penduduk di daerah 
kumuh terbesar berada pada Kecamatan Mariso dan Kecamatan 
Tallo. Dimana Kecamatan Mariso memiliki luas daerah kumuh 32,40 
Ha dengan jumlah penduduk 11.901 jiwa, sedangkan Kecamatan 
Tallo memiliki luas daerah kumuh sebesar 101,48 Ha dengan jumlah 
penduduk 29.638 jiwa.(Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 





a. Kecamatan Mariso 
Kecamatan Mariso merupakan salah satu dari 14 
kecamatan di Kota Makassar yang terdiri dari 9 kelurahan yang 
memiliki wilayah yang paling kecil yakni hanya 1,04% dari luas wilayah 
Kota Makassar atau sekitar 1,82 km2, dengan jumlah penduduk 
55.875 jiwa dan tingkat kepadatan sebesar 31.701 Jiwa/Km2. (Badan 
Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2013, Statistik Daerah 
Kecamatan Mariso) 
Potensi sumber daya alam di sektor pertanian tidak ada tapi 
di subsektor perikaan laut kecamatan ini menghasilkan 1.227 ton hasil 
laut atau 3.767.509 Rupiah. Penggunaan lahan di kecamatan ini 
sebagian besar diperuntukkan pada permukiman, pertokoan dan 
perkantoran. Untuk potensi bencana alam di kecamatan ini adalah 
abrasi pantai, oleh karena itu pantai di Kecamatan Mariso pada 
umumnya sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang 
pantai, karena sebagian besar pantai di kecamatan ini merupakan 
daerah pangkalan pendaratan ikan (TPI Rajawali) dan permukiman 
pantai.( Dinas Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2011, Laporan akhir 
Penyusunan Data Base Kondisi Sarana dan Prasarana Jalan dan 
lingkungan Kawasan Kumuh) 
Salah satu kelurahan dalam wilayah Kecamatan Mariso 
yang menjadi fokus penelitian dimana mayoritas warganya bertempat 
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tinggal di permukiman kumuh adalah Kelurahan Lette dengan luas 
wilayah 0,15 km2. Jumlah penduduk Kelurahan Lette sebanyak 7.741 
jiwa yag tersebar di 5 (lima) Rukun Warga (RW) . Sebagaimana data 
laporan penduduk Kelurahan Lette sebagai berikut: 
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kelurahan Lette 
No. RW 
Jumlah Penduduk 
LK PR LK+PR 
1 I 1815 1855 3670 
2 II 289 302 591 
3 III 416 403 819 
4 IV 302 290 592 
5 V 988 1081 2069 
Jumlah 3810 3931 7741 
Sumber: Data Kelurahan Lette Tahun 2014 
b. Kecamatan Tallo 
Kecamatan Tallo merupakan yang memiliki jumlah 
kelurahan terbanyak (15 kelurahan), dengan luas wilayahnya 5,83 km2 
atau 3,32% dari luas wilayah kesuluruhan wilayah Kota Makassar. 
Topografi wilayahnya adalah merupakan dataran rendah dengan 
elevasi 1-3 m dpl. Kecamatan Tallo memiliki jumlah penduduk sebesar 
134.783 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 23.119 
jiwa/km2(Data Badan Pusat Statistik, Makassar Dalam Angka 2013).  
Potensi penggunaan lahan yang dimiliki terdiri dari sektor pertanian 
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hanya 25 Ha (lawan sawah dan tegalan/kebun) dan sektor perikanan 
darat (tambak) 293 Ha. Potensi bencana di Kecamatan Tallo yakni 
banjir, karena kecamatan ini merupakan Daerah Aliran Sungai Tallo 
yang berpontensi terjadinya luapan Sungai Tallo ke permukiman 
sekitarnya, potensi pencemaran dan pendangkalan pada muara 
Sungai Tallo sebagai akibat limbah buangan industri yang tidak 
terkontrol pada anak-anak Sungai Tallo. 
Pantai Kecamatan Tallo merupakan pantai yang 
berbatasan dengan laut dan bagian muara Sungai Tallo. Sebagian 
besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan 
vegetasi mangrove-nya sangat minim serta merupakan pantai yang 
landai. Pada bagian barat pantai kecamatan ini sudah ada kegiatan 
reklamasi pantai sekitar sepanjang 200 m sebagai lahan kegiatan 
industri pengolahan kayu. Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka 
pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang sekalipun 
cenderung maju ke arah laut memperpanjang Tanjung Tallo akibat 
sedimentasi di muara Sungai Tallo. Ditinjau dari pemanfaatannya 
maka pantai ini sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan industri 
galangan kapal (docking) dan permukiman pantai (pinggir muara 
Sungai Tallo) dan pantai barat Kelurahan Tallo.(Dinas Tata Ruang 
Kota Makassar Tahun 2011, Laporan akhir Penyusunan Data Base 




Fokus lokasi penelitian dalam wilayah Kecamatan Tallo 
dimana mayoritas warganya bertempat tinggal di permukiman kumuh 
adalah Kelurahan Tallo dan Kelurahan Buloa. Kelurahan Tallo sendiri 
memiliki luas wilayah 0,61 km2, memiliki jumlah penduduk 8.672 jiwa 
yang tersebar di 5 (lima) Rukun Warga (RW) dan 26 (dua puluh enam) 
Rukun Tetangga (RT) dengan tingkat kepadatan penduduk 13.170 
jiwa/km2(Data Badan Pusat Statistik, Makassar dalam Angka 2013). 
Sebagaimana data kependudukan Kelurahan Tallo diakhir Bulan 
Januari 2014 sebagai berikut: 
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kelurahan Tallo 
No. Perincian 
WNI WNA Jumlah 
LK PR LK PR LK PR LK+PR 
1. Penduduk 
awal bulan ini 
4308 4326 0 0 4308 4326 8634 
2. Kelahiran bulan 
ini 
5 5 0 0 5 5 10 
3. Kematian bulan 
ini 
0 3 0 0 0 3 3 
4. Pendatang 
bulan ini 
7 8 0 0 7 8 15 
5. Pindah bulan ini 14 12 0 0 14 12 10 
6. Penduduk 
akhir bulan ini 
4334 4354 0 0 4334 4354 8672 
Sumber: Data Penduduk Kelurahan Tallo bulan Januari 2014 
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Kelurahan Buloa sendiri memiliki luas wilayah 0,15 Km2 
dengan tingkat kepadatan penduduk perkilometer adalah 12.568 
jiwa/km2(Data Badan Pusat Statistik, Makassar Dalam angka 2013), 
dengan jumlah penduduk 8.185 jiwa, sebagaimana data jumlah 
penduduk Kelurahan Buloa sebagai berikut: 
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kelurahan Buloa 
No. Perincian 
WNI WNA Jumlah 
LK PR LK PR LK PR LK+PR 
1. Penduduk 
awal bulan ini 
4145 4065 0 0 4145 4065 8210 
2. Kelahiran bulan 
ini 
0 0 0 0 0 0 0 
3. Kematian bulan 
ini 
2 3 0 0 2 3 5 
4. Pendatang 
bulan ini 
0 0 0 0 0 0 0 
5. Pindah bulan ini 15 5 0 0 15 5 20 
6. Penduduk 
akhir bulan ini 
4128 4057 0 0 4128 4057 8185 
Sumber:Data Penduduk Kel. Buloa Februari 2014 
B. Implementasi Revitalisasasi Permukiman Kumuh di Kota 
Makassar 
Pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi permukiman 
kumuh kota telah melaksanakan dan merencanakan berbagai cara 
untuk mengatur dan menata kembali permukiman kumuh yang 
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tersebar hampir di seluruh wilayah kota. Dimulai dari pemberdayaan 
masyarakat hingga revitalisasi kawasan. Khusus di wilayah Kawasan 
Tallo yakni Kelurahan Buloa dan Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo 
serta Keluruhan Lette Kecamatan Mariso merupakan dua wilayah 
yang menjadi prioritas program revitalisasi kawasan permukiman 
kumuh yakni NUSSP. Kelurahan Lette adalah program NUSSP tahap 
pertama yang telah di laksanakan di tahun 2006-2008, sedangkan 
Kawasan Tallo adalah program NUSSP tahap kedua yang 
dilaksanakan di Tahun 2012-2017 mendatang.  
Tahap pertama dan tahap kedua merupakan dua bentuk 
revitalisasi yang berbeda meski berada dalam program NUSSP yang 
sama. Sebelum melihat sejauh mana implementasi revitalisasi 
permukiman kumuh di Kawasan Tallo dan Kelurahan Lette 
Kecamatan Mariso terlebih dahulu kita perlu mengerti analisis 
strategis Kota Makassar itu sendiri berdasarkan RTRW Kota 
Makassar. 
1. Analisis Strategis Kota Makassar Berdasarkan Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota Makassar 
Sebagai salah satu kota yang memiliki luas wilayah 175,77 
km2, Kota Makassar dihadapkan pada berbagai permasalahan-
permasalahan perkotaan yang menjadi analisis strategis dalam hal 
perencanaan perkotaannya.  Analisis strategis yang terkait 
didalamnya yakni mulai dari analisis kependudukan wilayah kota, 
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ekonomi, sosial kemasyarakatan hingga isu perubahan lingkungan 
yang terjadi. Analisis strategis ini menjadi sebuah tantangan bagi 
pemerintah kota yang harus dilaksanakan sebagai dasar pelaksanaan 
pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Oleh karenanya, dalam 
penyusunan RTRW Kota Makassar dipaparkan sejumlah analisis 
strategis sebagai bahan kajian dan analisis kemudian memberikan 
solusi terhadap isu-isu tersebut terkhusus dalam penanganan 
permasalahan permukiman kumuh. Adapun analisis strategis tersebut 
meliputi: 
1. Analisis Strategis Wilayah Kota 
Terletak sebagai “main gate” dari Kawasan Barat Indonesia ke 
Kawasan Timur Indonesia ataupun sebaliknya, terletak sebagai 
penentu barometer pembangunan di Kawasan Indonesia Timur. 
Kedudukan Kota Makassar dalam jalur ALKI II (Alur Lalu Lintas 
Kepulauan Indonesia II). Posisi Kota Makassar sebagai kota 
metropolitan dan terbesar yang menjadi daya tarik bagi para 
stakeholder dari luar negeri. Posisi kota Makassar dalam 
kontes nasional sebagai sebagai “Integrated Tourism” antar 
daerah bahakan antar propinsi. 
2. Analisis Strategis Kependudukan 
Perkembangan Kota Makassar yang sangat cepat menuju arah 
yang lebih maju memberikan dampak tersendiri yang 
mempengaruhi sendi-sendi kemajuan dari kota. Salah satu 
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dampaknya adalah jumlah penduduk. Sebagai kota yang 
berfungsi sebagai pusat pelayanan dan dsitribusi barang dan 
jasa, Kota Makassar dihadapkan pada permasalahan tingginya 
arus urbanisasi. Tingginya arus urbanisasi penduduk dari desa 
ke kota mampu meningkatkan laju kepadatan penduduk di 
perkotaan. Dalam kurun waktu 5 Tahun (2007-2012), laju 
kepadatan penduduk Kota Makassar mengalami peningkatan 
sebesar 14,3% atau dari 6.525 jiwa/km2 (1.173,107 jiwa) di 
tahun 2007 naik menjadi 7.792 jiwa/km2 (1.369.606 jiwa) di 
tahun 2012. Secara langsung laju kepadatan penduduk ini 
memberikan tekanan terhadap luas wilayah Kota 
Makassar(Data Badan Pusat Statistik, Makassar Dalam Angka 
2013). Jumlah penduduk yang terus bertambah dari tahun ke 
tahun, sedangkan lahan yang ada tetap, mengakibatkan laju 
kepadatan semakin bertambah tinggi. Kepadatan penduduk 
dapat menjadi alat untuk mengukur kualitas dan daya tampung 
lingkungan.  
3. Analisis Strategis Ekonomi 
Perekonomian merupakan hal yang sangat berpengaruh 
terhadap aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 
dalam hidupnya sehingga pada dasarnya untuk menjalankan 
roda perekonomian suatu daerah dibutuhkan aksesbilitas yang 
tinggi dan memadai. Kondisi perekonomian suatu daerah 
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sangat tergantung pada potensi dan sumber daya yang dimiliki 
serta kemampuan daerah yang bersangkutan untuk 
mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Untuk 
mengembangkan potensi yang dimiliki, berbagai 
kebijaksanaan, langkah dan upaya yang telah dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan kegiatan 
perekonomian kota ini. Analisis strategis yang dihadapi terkait 
dengan kegiatan perekonomian yang ada di kota ini seperti isu 
skema struktur ekonomi dimana sektor perdagangan dan 
industri merupakan kekuatan ekonomi utama di Kota Makassar. 
4. Analisis Strategis Sosial 
Permasalahan sosial masih cukup banyak dan harus 
mendapatkan perhatian secara khusus dan komprehensif. 
Analisis strategis sosial yang dihadapi terkait dengan 
pelaksanaan urusan sosial antara lain: a) Isu kawasan kumuh; 
b) Isu pedagang kaki lima; dan c) isu pengangguran. 
5. Analisis Strategis Sarana dan Prasarana 
Penyediaan sarana dan prasarana guna menunjang 
pembangunan kota mutlak dilakukan agar dapat menarik 
investor-investor asing ke Kota Makassar. Terutama dalam 
memperhatikan isu sarana transportasi yang semakin hari 
semakin mengalami peningkatan. Volume kendaraan di Kota 
Makassar meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun 
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terakhir telah memicu terjadinya kepasatan lalu lintas. 
Sementara itu, kapasitas jalan yang dibuat tidak mampu 
mengimbangi lonjakan jumlah kendaraan itu. Faktor lain yang 
memicu kemacetan kota ini antara lain adanya genangan air di 
beberapa ruas jalan, jalan rusak, pengguna jalan yang tidak 
tertib, serta tata ruang wilayah yang kurang mendukung. 
Ketersedian transportasi massal yang nyaman dan terintegrasi 
mutlak diperlukan oleh sebuah kota yang menuju ke taraf 
Metropolitan. Keberadaan sistem transportasi massal ini juga 
penting untuk megurangi beban jalan raya yang sudah padat 
dan emisi buangan kendaraan yang dapat mempengaruhi 
kualitas udara di Kota Makassar. 
Selain itu, isu pola ruang eksisting juga perlukan diperhatikan 
dima untuk  mewujudkan Kota Makassar sebagai kota dunia, 
tentunya membutuhkan kesadaran dan regulasi yang jelas 
tentang penataan ruang serta pemanfaatn lahan yang ada. Hal 
ini juga erat kaitannya dengan pembagian kawasan sesuai 
degan kebutuhan kota. Pembangunan beberapa site-site 
berwawasan Global, seperti Center Point of Indonesia, adalah 
sebuah terobosan penting menuju pembangunan Makassar 
sebagai Kota Dunia. 
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2.  Analisis Kawasan Kumuh Di Kota Makassar 
Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi 
oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia bahkan kota-kota 
besar di negara berkembang lainnya, tidak terkecuali di Kota 
Makassar. Karakteristik daerah kumuh yang paling menonjol terlihat 
dari kualitas bangunan yang tidak permanen, dengan kerapatan 
bangunan yang tinggi dan memiliki prasarana jalan yang terbatas, 
kalaupun ada berupa gang-gang sempit yang berliku-liku, tidak 
adanya saluran drainase dan tempat penampungan sampah 
sehingga terlihat kotor dan jorok. Tidak jarang pula permukiman 
kumuh terdapat di daerah yang secara berkala mengalami banjir. 
Daerah kumuh dalam perkembangannya di Kota Makassar 
tersebar hampir seluruh wilayah kota. Berkembang bersama 
terbentuknya permukiman-permukiman, dan pada permukiman-
permukiman tua yang bercirikan daerah kumuh yang dijadikan lokasi 
terdiri dari bekas rawa-rawa dan tingkat kepadatan penduduk cukup 
tinggi. 
Karakteristik daerah kumuh di Makassar yakni tidak 
terdapatnya fasilitas sanitasi kesehatan, MCK (Mandi, Cuci, Kakus), 
saluran air kotor dan air bersih kawasan permukiman cenderung 
mengikuti garis pantai ke Utara dan Barat Daya mengikuti kegiatan 
penimbunan sampah. Sementara karakteristik kumuh lainnya di 
tandai oleh kondisi tanah yang dijadikan permukiman adalah 
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sawah/kebun. Ciri rumah yang dibangun adalah rumah panggung 
serupa dengan rumah-rumah panggung tradisional di daerah kumuh 
di tepi pantai. Ciri lainnya adalah penghuni kawasan yang mayoritas 
migran dari beberapa suku yang ada di Sulawesi Selatan. 
Keadaannya tidak berbeda dengan kawasan lain. Kadang-kadang 
kawasan ini sudah memiliki fasilitas air bersih, keadaan rumah yang 
rapat dan kadang-kadang menyambung menyebabkan seringnya 
terjadi kebakaran terutama di musim kemarau. Keadaan seperti itu 
tampak pada daerah kumuh di Kecamatan Tallo Kelurahan Buloa 
RW 02 RT 08, sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini: 
  
Gambar.1 
Tampak Gambar.1 menunjukkan keadaan lingkungan 
permukiman kumuh yang tidak layak, rumah yang tidak permanen, dan 
sampah yang berada di bawah kolong rumah serta berdiri diatas rawa-
rawa. Karakteristik tanah di lingkungan RW 02 RT 08 Kelurahan Buloa 
75 
 
memang pada dasarnya merupakan daerah pesisir pantai dimana 
terdapat rawa yang merupakan akibat dari air pasang. Keadaan tersebut 
membuat masyarakat mendirikan bangunannya tepat berada di atas air. 
Selain RW.02 RT08, gambaran kumuh lain juga terdapat di daerah RW 5 
Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, dimana keadaan lingkungan yang 
padat bangunan dan rumah yang didirikan di atas tepian Sungai Tallo, 
sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini: 
  
Gambar.2 
Menurut Hasanuddin Staf Bidang Fisik dan Prasarana 
Bappeda dalam wawancara 25 Februari 2014 menyatakan bahwa salah 
satu indikator kumuh yang menjadi patokan kekumuhan daerah adalah 
keadaan sanitasi yang tidak layak dan keadaaan rumah yang kurang dari 
ukuran 4x8 m2. Hal itu pun terlihat pada lingkungan permukiman kumuh 




Gambaran kumuh di atas merupakan kumuh di Kota 
Makassar, daerah kumuh atau slum oleh Suparlan, seorang pakar 
humanis antropologi, diistilahkan dengan “kampung jembel” atau slum. 
Mencakup perumahan buruh dan juga dipakai untuk memperinci suatu 
lingkungan tertentu. Istilah slum yang diubah menjadi petak-petak kamar, 
dan juga dari sebuah kotak kardus yang dipakai sebagai tempat 
berteduh manusia di Lima, Peru.(Dinas Tata Ruang Kota Makassar 
Laporan Akhir Penyusunan Data Base Kondisi Sarana dan Prasarana 
Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh Tahun 2011) 
Khusus di Kota Makassar, tipe-tipe daerah kumuh adalah di 
daerah permukiman yang tanahnya dibeli dari pemilik sah pada bekas 
rawa-rawa, sawah, kebun dan di daerah pantai; terdapat pula daerah 
kumuh yang terbentuk di atas tanah yang kepemilikannya tidak 
sah(dihuni secara liar) serta di atas parit dalam bentuk rumah-rumah 
tinggal yang sekaligus sebagai tempat berjualan. Daerah kumuh di 
sekitar pasar tradisional  dan di sekitar wilayah pekuburan serta daerah 
lorong-lorong. 
Tipe kumuh jika di lihat dari segi keadaan kepemilikan 
tanahnya, baik itu dimiliki secara sah dan dan berada pada tanah yang 
kepemilikannya tidak sah (dihuni secara liar), menggambarkan tipe 
kumuh di kawasan Tallo. Khususnya di Kelurahan Buloa dan Kelurahan 
Tallo. Sesuai pernyataan Iraman Lurah Buloa yang menyatakan bahwa 
sebagian besar warga masih belum memiliki bukti kepemilikan tanah, 
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karena pada dasarnya sebagian besar tanah merupakan masih dalam 
status tanah negara. Iraman menyebutkan kembali bahwa status 
kepemilikan tanah di Kelurahan Buloa ada dua yakni: tanah bersertifikat 
dan tanah negara yang belum dilekati hak yang diduduki oleh warga.  
Sebagaimana data pemilikan tanah dan rumah warga yang 
diperoleh dilokasi yakni RW 02 RT 08 Kelurahan Buloa yang tinggal di 
permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 5. Dasar Kepemilikan Tanah dan Rumah Warga Permukiman 































































































































Akta Jual Beli 
Tidak ada 
 



















Sumber: Data Primer, 2014, diolah. 
Berdasarkan tabel tersebut di atas dari keseluruhan 
responden masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh sebanyak 4 
(empat) orang dengan dasar kepemilikan tanah dan rumahnya adalah 
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Akta Jual Beli, 4 (empat) orang dengan dasar Kwitansi, 2 (dua) orang 
dengan bukti kepemilikan sertifikat, 2 (dua) orang dengan bukti 
kepemilikan karena pemberian/hibah, dan 2 (dua) orang hanya menyewa 
serta 1 (satu) orang lainnya tidak memiliki bukti kepemilikan. 
Berdasarkan wawancara terhadap Lurah Buloa, Iraman, 
beliau menjelaskan bahwa terkhusus RW 02 RT 08 yang dihuni oleh 
kurang lebih 200 Kepala Keluarga (KK) bermukim di atas tanah seluas 
kurang lebih 11.000 m2(1,1 Ha) yang merupakan kepemilikan a.n 
Lukman, dimana tanah tersebut dijual secara berpetak kepada warga 
yang bermukim di sana. Beliau juga menyebutkan bahwa ada sekitar 15 
KK yang tepaksa dipindahkan karena telah tanahnya merupakan 
termasuk reklamasi pantai.(Wawancara Rabu, 6 Maret 2014, Pukul 
12.30 WITA) 
Mengenai lahan yang termasuk lahan reklamasi pantai  
tersebut dibenarkan pula oleh Rusdi Ketua LPM Kelurahan Buloa yang 
juga warga RW 02 RT 08, yang menyatakan bahwa lahan yang dihuni 
warga memiliki luas 11.000 m2(1,1 Ha) yang namun telah berkurang 
sekitar 3.500 m2 karena digunakan sebagai lahan reklamasi pantai oleh 
pengembang.(Wawancara, Rabu, 6 Maret 2014, Pukul 14.30 WITA) 
Kondisi di atas tidak jauh berbeda dengan keadaan 
kepemilikan lahan yang ada di Kelurahan Tallo khususnya RW 05, 
dimana sebagian besar warga terutama yang tinggal diatas pinggiran 
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Sungai Tallo tidak memiliki bukti kepemilikan lahan. Untuk lebih jelasnya 
di bawah ini data kepemilikan lahan di RW 05 Kelurahan Tallo: 
Tabel 6. Dasar Kepemilikan Tanah dan Rumah Warga Permukiman 







































































































































Sumber: Data Primer, 2014, diolah. 
Berdasarkan data kepemilikan lahan yang diperoleh secara 
random pada 20 (dua puluh) warga di RW 05 Kelurahan Tallo 
Kecamatan Tallo di atas tampak bahwa terdapat 5 (lima) orang yang 
telah memiliki bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat, 7 (tujuh) orang 
hanya memegang bukti kepemilikan berupa PBB/Rincik, 7 (tujuh) orang 
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lainnya tidak memiliki bukti kepemilikan, serta 1 (satu) orang hanya 
menempatinya dengan menggunakan Hak Pakai/Sewa. 
Berdasarkan pengamatan penulis terhadap 7 (tujuh) orang 
yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah di atas, mereka merupakan 
warga yang tinggal di atas pinggiran aliran Sungai Tallo. Dimana warga 
membangun rumahnya berupa rumah panggung. Menurut Jumado Ketua 
RW 05 Kelurahan Tallo, bahwa terdapat lebih dari 30 rumah yang berdiri 
di atas aliran Sungai Tallo yang ada di RW 05 ini. (Wawancara Kamis, 13 
Maret 2014, Pukul 13.30 WITA) 
Data dan kondisi permukiman kumuh khususnya RW 02 RT 
08 Kelurahan Buloa dan RW 05 Kelurahan Tallo mengambarkan sisi 
kekumuhan Kota Makassar di wilayah pesisir. Wajah fisik dan keadaan 
daerah kumuh ditandai  oleh munculnya gubuk-gubuk di atas tanah-
tanah kosong tanpa fasilitas pokok yang mempermudah kehidupan, 
seperti penerangan listrik, air ledeng, sanitasi, dan jalan-jalan yang 
wajar. Derah kumuh tersebut merupakan kombinasi antara kediaman 
dan tempat mencari nafkah. Khusus di Kota Makassar, daerah kumuh 
seperti di atas ada di tepi dan di tengah kota dan ada juga bukan 
kelompok permukiman tetapi rumah warung yang dipakai sebagai tempat 
berdagang. 
Sesuai yang diutarakan oleh Muh. Fuad Azis,Staf Bidang 
Sarana dan Prasarana Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota 
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Makassar, bahwa tipe kumuh di Kota Makassar tersebar di 3 (tiga) titik 
lokasi pokok, yakni pertama daerah kumuh pesisir, daerah kumuh tengah 
kota, dan daerah kumuh perbatasan.(Wawancara, Kamis, 27 Februari 
2014, Pukul 08.30 WITA) 
Ketidakadilan daerah kumuh di Kota Makassar merupakan 
gambaran kemiskinan di daerah perkotaan, dimana merupakan suatu 
kenyataan yang ada dalam masyarakat. Daerah kumuh di Kota 
Makassar dihuni oleh masyarakat miskin, sebagaimana hasil peroleh 
data di 3 (tiga) kelurahan, yakni Kelurahan Buloa, kelurahan Tallo, dan 
Keluran Lette, dimana mayoritas warganya bekerja sebagai nelayan, 
tukang kayu, tukang las, tukang becak,tukang batu, buruh, karyawan, 
dan wiraswasta (pedagang kecil), hanya sedikit yang berkarja sebagai 
Pegawai Negeri Sipil (PNS).(Data Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 
Makassar Dalam Angka 2013) 
Menurut Suparlan, pakar humanis antropologi, masyarakat 
miskin di daerah kumuh didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup 
yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada 
sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar 
kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. 
Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak 
pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan 
rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. 
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Kemiskinan mereka tidak memberi kemungkinan untuk 
membeli perumahan yang dibangun oleh pemerintah, karena harga tidak 
terjangkau. Mereka menjadi penghuni daerah kumuh yang dikenal di 
Indonesia dengan istilah “gubuk derita”. Kemiskinan penghuni daerah 
kumuh di tandai dengan beberapa ciri, yaitu: 
1. Kekurangan nilai gizi makanan jauh di bawah normal. 
2. Hidup yang morat-marit. 
3. Kondisi kesehatan yang menyedihkan. 
4. Pakaian selalu kumal dan tidak teratur. 
5. Kondisi kesehatan lingkungan yang menyedihkan, tempat 
tinggal yang jauh dari memenuhi syarat kebersihan dan 
kesehatan (sempit, pengap, dan kotor). 
6. Keadaan anak-anak yang tidak terurus/dibiarkan 
bergelandangan memenuhi kebutuhan masing-masing. 
7. Tidak mampu mendapatkan pendidikan formal/non formal 
(ketiadaan biaya dan lemah kecerdasan). 
Keadilan dan ketidakadilan di daerah kumuh di perkotaan, 
dalam kamus bahasa Indonesia disebut bahwa “keadilan berarti sifat, 
perbuatan, perlakuan yang adil, keadaan yang adil bagi kehidupan di 
masyarakat”. Keadilan berhubungan dengan perlakuan terhadap 
masyarakat yang sesuai dengan asasi manusia. Tetapi kenyataan yang 
terjadi di daerah kumuh perkotaan adalah ketidakadilan. Hal ini terlihat 
pada kondisi rumah, lingkungan permukiman yang sangat minim fasilitas: 
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tanpa saluran pembuangan air kotor, jalan-jalan sempit, anak putus 
sekolah, pengangguran, tidak tersedianya tempat bermain bagi anak-
anak. 
Sementara dalam Dasar Negara Republik Indonesia yakni 
UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1), sangat jelas 
menyebutkan bahwa warga negara berhak memperoleh penghidupan 
yang layak dan mendapatkan pendidikan. Menyangkut perumahan dan 
permukiman dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992  yang 
digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Permukiman yang tertuang pula dalam RTRW Kota 
Makassar, menyebutkan antara lain: 
Perkembangan daerah kumuh di Kota Makassar, terkhusus 
Kelurahan Lette Kecamatan Mariso, Kelurahan Buloa dan Kelurahan 
Tallo di Kecamatan Tallo, berdasarkan data yang ada dan setelah di 
analisis, tampak perkembangan daerah dapat dibagi dalam tiga kategori 
sebagai berikut: 
1. Daerah kumuh yang terbentuk karena penduduk yang 
berpenghasilan rendah, membeli lokasi untuk tempat 
tinggal pribadi pada bekas rawa-rawa dengan harga yang 
terjangkau. Mereka membangun rumah di lokasi tesebut 
dari bahan-bahan yang murah, seperti seng bekas, kayu, 
bambu, dan tripleks. Mereka membuat rumah panggung 
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tradisional atau membangun gubuk-gubuk tanpa air 
ledeng, pembuangan air kotor dan bersih, dan tanpa 
pembuangan sampah. (Kasus Kelurahan Buloa RW 02 Rt 
08 dan Kelurahan Tallo RW 05) 
2. Daerah kumuh yang terbentuk oleh pedagang kaki lima 
yang membangun warung di atas parit dan sekaligus 
dijadikan tempat tinggal. (Kasus Kelurahan Lette) 
3. Daerah kumuh terbentuk oleh penduduk yang membentuk  
permukiman liar. Permukiman liar adalah seorang yang 
menempati sebidang tanah, sebuah rumah, atau sebuah 
bangunan tanpa kekuatan hukum. (Kasus Kelurahan Tallo 
RW 05) 
Ketiga kategori daerah kumuh di Kota Makassar tersebut 
umumnya minim fasilitas perkotaan, seperti air bersih, tempat 
pembuangan sampah, dan jalan yang seadanya. Seperti jalan sempit 
yang becek, rumah tidak sehat dan teratur serta sempit tanpa 
pekarangan untuk bermain anak-anak, sehingga jalan-jalan kecil juga 
berfungsi sebagai tempat bermain dan tempat berjualan. 
Penyebab daerah kumuh di Kota Makassar adalah: 
1. Migrasi. 
2. Kepadatan penduduk. 
3. Penghasilan rendah. 
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4. Tanah perkotaan dan rumah mahal. 
5. Munculnya permukiman-permukiman baru. 
6. Perkampungan lama yang tidak mendapat perhatian dari 
pemerintah kota. 
7. Pemerintah tidak tegas dalam menegakkan peraturan pola 
peruntukkan lahan di perkotaan. 
8. Tingginya KKN. 
9. Fasilitas perkotaan yang tidak merata. 
10. Swadaya masyarakat dan rendah. 
11. Rendahnya kesadaran untuk hidup bersih, teratur, dan 
sehat. 
Kenyataan empirik memperlihatkan daerah kumuh di Kota 
Makassar menjadi lokasi permukiman, lokasi tempat  kerja, lokasi 
pengangguran, kemiskinan, fasilitas pembuangan sampah yang tidak 
terurus, pencemaran lingkungan, ketidakadilan, pelanggaran peraturan 
tata kota, perencanaan kota yang tidak konsisten, dan pemerintah yang 
kurang peduli. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dipahami 
beberapa kondisi mengenai permukiman kumuh di Kota Makassar yang 
diharapkan mampu ditata oleh pemerintah kota sebagai pemegang 
kewewenangan dalam mengatur peruntukkan dan penggunaan tanah 
perkotaan sebagai berikut: 
a. Daerah kumuh yang terbentuk karena kepadatan 
penduduk, kemiskinan dan ketidakadilan, paraturan yang 
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tidak tegas dalam pengembangan Pola Tata Ruang 
Perkotaan. 
b. Daerah kumuh di perkotaan Makassar adalah daerah 
miskin yang dihuni penduduk berpenghasilan rendah, 
pengangguran, anak-anak putus sekolah, wanita tanpa 
keterampilan. 
c. Bentuk fisik daerah kumuh adalah kotor, fasilitas perkotaan 
yang minim, rumah yang tidak teratur, jalan-jalan kecil 
yang becek. 
d. Daerah kumuh di perkotaan Makassar tersebar di seluruh 
penjuru kota, di jalan-jalan utama, di wilayah peruntukkan 
pendidikan, ekonomi, industri, dan wilayah perkantoran. 
e. Daerah kumuh di perkotaan Makassar, mengubah wajah 
kota menjadi kotor dan semrawut serta merusak pola 
ruang kota yang telah di atur peruntukkan tanahnya. 
f. Daerah kumuh dalam bentuk permukiman penduduk dan 
tempat mencari nafkah. 
3. Penataan Permukiman kumuh di Kota Makassar 
Berdasarkan analisis dan data yang diperoleh daerah kumuh 
dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, mengenai luasan kumuh 
















1. Mariso 32,40 11.901 
2. Mamajang - - 
3. Tamalate 56,55 1.465 
4 Rappocini 64,72 15.684 
5. Makassar 6,25 103 
6. Ujung Pandang 5,20 217 
7. Wajo - - 
8. Bontoala 23,00 488 
9. Ujung Tanah 46,81 1.116 
10 Tallo 101,48 29.638 
11. Panakkukang - - 
12. Manggala - - 
13. Biringkanayya 4,08 1.323 
14. Tamalanrea 58,00 615 
 Jumlah 398,49 62.550 
Sumber: Data Presentase Kawasan Prioritas 2014 
Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar 
Berdasarkan data di atas tampak bahwa luas daerah kumuh 
yang menjadi lokasi penelitian yakni terluas berada di Kecamatan Tallo 
yaitu 101,48 Ha dengan jumlah penduduknya 29.638 jiwa  dan 
Kecamatan Mariso dengan luas kumuh 32,40 Ha dengan jumlah 
penduduk besar yaitu 11.901 jiwa.  
Pemerintah kota sebagai pemegang kewenangan dan 
bertanggungjawab dalam penataan permukiman kumuh, dimana perintah 
kota menyediakan kebijakan dan bantuan dalam penanganan 
permukiman kumuh kota. 
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Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, terdapat 
beberapa program dari pemerintah dalam penanganan permukiman 
kumuh yakni kegiatan PNPM-Mandiri, PLPBK (Penataan Lingkungan 
Permukiman Berbasis Komunitas), PAMSIMAS (Program Penyediaan Air 
Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), NUS (Sustainable Urban 
Neighborhood), dan NUSSP (Neighborhood Upgrading and Shelter 
Sector Project). (Wawancara dengan Hasanuddin, Selasa, 25 Februari 
2014, Pukul 10.30 WITA) 
Penataan permukiman kumuh di Kelurahan Lette berdasarkan 
wawancara dengan Basri Lurah Lette pada Senin, 9 Maret 2014 Pukul 
12.30 WITA, menyatakan bahwa di kelurahan Lette sendiri telah 
beberapa kali telah dilaksanakan kegiatan penataan permukiman kumuh 
yakni berupa perbaikan rumah oleh BKM (Badan Keswadayaan 
Masyarakat), penyediaan sanitasi oleh LPM yang dananya berasal dari 
APBD, perbaikan jalan, sarana serta selokan di tahun 2013 yang 
dilaksanakan oleh BKM yang mendapat bantuan dari Bank Dunia. Selain 
itu, juga sebelumnya telah di bangun Rusunawa (Rumah Susun Sewa) 
yang diperuntukkan bagi warga miskin dengan biaya terjangkau yang 





Basri Lurah Lette menambahkan pula bahwa terjadi 
peningkatan strata masyarakat dengan adanya bantuan dari pemerintah 
tersebut, dimana masyarakat telah mampu bertempat tinggal di 
lingkungan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, dalam hal ini 
kesejahteraan masyarakat mulai meningkat walaupun tidak secara 
signifikan.  
Beliau juga memaparkan ada peningkatan status kepemilikan 
tanah dan rumah di kelurahan Lette yakni sudah sekitar 70% warga telah 
memiki bukti kepemilikan tanah/rumah berupa sertifikat. Hal tersebut 
berbeda dengan hasil penelitian di tahun 2008, yakni sekitar 80% warga 
belum memiliki bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat tapi hanya 
berupa bukti alas hak dasar seperti akta pembagian hak bersama, hibah, 
akta jual beli, dan PBB/Rincik.(Data penelitian, Yulianti Angraeni 2008) 
 Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa peningkatan status 
kepemilikan tanah merupakan hasil kerjasama dengan pihak BPN yakni 
melalui LARASITA (Layanan Rakyat Sertifikat Tanah). 
Kebijakan Kota Makassar dalam penanganan kawasan kumuh 
sesuai yang dipaparkan oleh Darwis Herman, Kepala Bidang Fisik 
Prasrarana Bappeda Kota Makassar, dalam workshop penanganan 
kumuh kota dengan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis 
Komunitas (PLPBK) Kamis, 27  Februari 2014, berdasarkan visi Kota 
Makassar dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
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(RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam 5 (lima) 
kebijakan pokok yaitu: 
1. Peningkatan kualitas manusia; 
2. Pengembangan tata ruang dan lingkungan; 
3. Penguatan struktur ekonomi; 
4. Desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik 
dan bebas korupsi; 
5. Penegakan hukum dan HAM. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 94 dan Pasal 95, yang 
menyatakan tujuan pencegahan kumuh berupa meningkatkan mutu 
kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni, serta menjaga dan 
meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Selain 
itu, prinsip pencegahan kumuh menurut UU ini adalah kepastian 
bermukim dengan menjamin hak warga negara untuk menempati, 
menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai UU. 
Upaya pencegahan kumuh kota ini, dilakukan melalui 
pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. 
Kegiatan pemberdayaan masyarakat dimaksud disini adalah berupa 
pendampingan dan pelaksanaan informasi (Pasal 95 ayat (3) dan (4)). 
Berdasarkan indikator kumuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2011, seperti: tata letak bangunan tidak teratur, tingkat kepadatan 
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bangunan tinggi, bangunan tidak memenuhi syarat, dan PSU tidak 
memenuhi syarat, yang mendorong pemerintah kota dalam penanganan 
kawasan kumuh berupa kebijakan-bijakan seperti dibawah ini: 
a. Pembangunan Rumah Susun Sederhana (Rusuna) yang 
telah dilaksanakan di Kecamatan Mariso yakni di kelurahan 
Lette di tahun 2006/2008 dengan sumber dana berasal dari 
Kementerian Pekerjaan Umum. 
b. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 
Mandiri dan Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas 
(PLPBK) yang dilaksanakan sejak tahun 2004-2013, dengan 
sumber dana diperoleh dari APBN (Kemenpera), APBD, dan 
Swadaya. Kegiatan PNPM-Mandiri dan PLBK berupa 
kegiatan dibidang sosial seperti perbaikan rumah, dibidang 
ekonomi, dan lingkungan serta penataan lingkungan 
permukiman (PLPBK). Kegiatan ini telah dilaksanakan pula 
di Kelurahan Lette, Kelurahan Buloa  dan Kelurahan Tallo. 
c. Penyehatan lingkungan  berupa kegiatan PAMSIMAS, Care 
Kota, Swash Care, Sanitasi lingkungan Berbasis 
Masyarakat (SLBM), Urban Sanitation Rural Infrastructure 
(USRI), dan Australia Indonesian Infrastructure Grants for 
Sanitation (AIIG). Khusus kegiatan AIIG merupakan 
program bantuan dari pemerintah Australia dengan dana 3,3 
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M yang rencana akan dimulai di tahun 2014 ini, yang akan 
dilaksanakan di 3 (tiga) kelurahan. 
d. Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya 
(BSP2S) dan Perbaikan Lingkungan Prasarana dan Sarana 
Utilitas (PSU) yang dilaksanakan sejak tahun 2006-2012 
sebanyak 182 unit, serta kegiatan Rehabilitasi Sosial 
Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) yang dilaksanakan 
tahun 2007-2012 dengan jumlah sasan 690 KK.(Workshop 
PLPBK oleh Bappeda Kota Makassar, Kamis, 27 Februari 
2014) 
Kebijakan-kebijakan pemerintah di atas memegang konsep 
penanganan lingkungan permukiman padat dan kumuh dengan konsep 
peningkatan kualitas lingkungan permukiman padat dan kumuh 
diarahkan dengan rehabilitasi/peningkatan/perbaikan prasarana dan 
sarana lingkungan. Upaya peremajaan lingkungan kumuh juga diarahkan 
dengan konsep redevelopment (menata ulang kawasan), pembangunan 
rumah susun dan dengan memadukan konsep agar masyarakat 
penghuni lama tidak tergusur seperti penanganan warga di Kelurahan 
Lette. 
Tujuan penanganan lingkungan padat dan kumuh sesuai 
dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pedoman 




1. Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, 
derajat, dan martabat masyarakat penghuni permukiman 
kumuh terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan 
rendah dengan memperoleh perumahan yang layak dalam 
lingkungan permukiman yang sehat dan teratur. 
2. Mewujudkan kawasan kota yang ditata secara lebih baik 
sesuai dengan fungsinya sebagaimana disiapkan dalam 
rencana tata ruang kota yang bersangkutan. 
3. Mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien dengan 
pembangunan rumah susun, meningkatkan tertib bangunan, 
memudahkan penyediaan prasarana dan fasilitas 
lingkungan permukiman yang diperlukan serta mengurangi 
kesenjangan kesejahteraan penghuni dari berbagai 
kawasan di daerah pedesaan. 
Transformasi sosial yang diharapkan dalam penanganan 
permukimah kumuh dengan berbasis pemberdayaan masyarakat, dapat 




Gambar 3. Transfomasi Sosial Pemberdayaan Masyarakat 
Sumber: Workshop PLPBK oleh Bappeda Kota Makassar, 
Kamis, 27 Februari 2014  
Program PNPM-Mandiri diarahkan bagi masyarakat yang belum 
berdaya menjadi masyarakat berdaya, program PLPBK dan NUSSP 
diarahkan bagi masyarakat yang telah berdaya diarahkan menjadi 
masyarakat madani (modern).  
Penataan permukiman kumuh di Kawasan Kumuh Lette 
dengan berbagai program penataan termasuk program NUSSP 
menampakkan pelaksanaan yang berjalan 100%, namun hal tersebut 
tidak dapat dikatakan berhasil sepenuhnya jika program yang berbasis 
pemberdayaan masyarakat ini dalam keberlanjutannya tidak 
mendapatkan pemeliharaan dengan baik baimdari pemerintah maupun 
masyarakat yang bermukim. Hal itu terlihat jelas sesuai dengan 
pengamatan penulis sendiri dimana lingkungan kawasan kumuh Lette 
masih tampak jauh dari kata berdaya, dimana masih saja terlihat 
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tumpukan sampah di berbagai sudut kawasan. Rumah susun terlihat 
kumuh karena pemeliharaan yang tidak baik oleh warga yang menghuni. 
Kawasan Tallo sendiri yang merupakan fokus  dari program 
penanganan permukiman kumuh berupa program kegiatan NUSSP pada 
dasarnya sama dengan program PLPBK, dimana semua program 
penanganan permukiman kumuh pada intinya ditujukan untuk 
pemberdayaan masyarakatnya terlebih dahulu diikuti dengan penataan 
lingkungan hidupnya, seperti yang diutarakan Muh. Fuad Azis, Staf 
Bidang Sarana dan Prasarana dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, 
dalam wawancara Kamis, 27 Februari 2014. Beliau juga mengutarakan 
bahwa program ini difokuskan di Kawasan Tallo yakni Kelurahan Buloa 
dan Kelurahan Tallo karena Kawasan Tallo merupakan salah satu 
daerah yang memilki luasan kumuh terbesar dan Kawasan Tallo 
berpontensi menjadi ikon pariwisata baru Kota Makassar karena di 
Kelurahan Tallo terdapat objek pariwisata budaya yakni Makam Raja-
Raja Tallo yang berada di sisi pinggiran Sungai Tallo. 
Pelaksanaan NUSSP di kawasan Tallo sesuai pengakuan Staf 
Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan Dinas Tata Ruang Kota 
Makassar didasarkan pada SPPIP (strategi dan Program Sektor 
Kawasan Permukiman Proritas), RPKPP (Rencana Aksi Program 
Infrastruktur Kawasan), RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka 
Menengah), dan RTRW Kota Makassar Pasal 17 ayat (6) angka 1 butir a 
dan angka 2 butir b dan e, yang menyebutkan rencana pengembangan 
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kawasan permukiman dengan mengembangkan pola perbaikan 
lingkungan pada kawasan permukiman kumuh berat dan sedang (Lette), 
mengembangkan perbaikan lingkungan pada kawasan kumuh sedang 
dan ringan (Kawasan pesisir utara), serta membatasi pemanfaatan 
kawasan dengan fungsi tertentu khususnya pada kawasan pemugaran 
dan atau bangunan bersejarah Kota seperti lingkungan dan bangunan 
makam raja-raja Tallo. 
Berdasarkan perencanaan kerja program NUSSP yakni 
penataan kawasan kumuh Tallo, program dilaksanakan sejak tahun 2012 
dengan agenda pelaksanaan di tahun 2012 adalah perbaikan jalan 
lingkungan dan pematangan lahan, sesuai peta pelaksanaan program 
kegiatan tahun 2012-2013, seperti dibawah ini: 
  




Gambar 5.  Perencanaan NUSSP tahun 2013 di Kelurahan 
Buloa dan Kelurahan Tallo(Sumber: Dinas Tata Ruang 
Makassar, Kawasan Prioritas 2014) 
Berdasarkan peta perencanaan yang diperoleh, di tahun 2012-
2013, telah dilaksanakan perbaikan jalan di RW 02 RT 08 Kelurahan  
Buloa dan RW 05 Kelurahan Tallo. Pematangan lahan, perbaikan dan 
melengkapi prasana kesehatan (posyandu), pembuatan TPS dan 
sanitasi, pembangunan rumah susun, pembangunan TPI dan dermaga, 
serta penataan bangunan dan lingkungan makam bersejarah raja-raja 
Tallo. 
Namun, berdasarkan pengamatan lapangan dan pemaparan 
salah satu warga RW 02 RT 08 Kelurahan Buloa, Rusdi, untuk penataan 
permukiman kumuh di RW 02 RT 08 telah dilaksanakan perbaikan jalan 
lingkungan, perbaikan drainase, dan bantuan perbaikan jamban (kakus) 
bagi warga di tahun 2007-2008. Terkait dengan program NUSSP 
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kawasan kumuh Tallo, beliau juga memaparkan bahwa pihak Dinas 
Pekerjaan Umum baru melaksanakan tinjauan lokasi dan pengamatan 
lingkungan dan perumahan penduduk, tetapi belum melaksanakan 
pengukuran. Menurut beliau pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota 
Makassar berencana melakukan perbaikan rumah, drainase, dan 
perbaikan lingkungan.(Wawancara, Rabu, 6 Maret 2014) 
Pelaksanaan NUSSP berdasarkan perencanaan tahun 2012-
2013 seharusnya perbaikan drainase, jalan lingkungan, penyediaan 
sarana kesehatan, pembangunan rumah susun serta pembangunan 
lingkungan bersejarah makam raja-raja Tallo dilaksanakan sepanjang 
tahun itu. Namun, pada kenyataannya baru beberapa perencanaan yang 
telah dilaksanakan yakni perbaikan jalan dan pematangan lahan yakni 
penimbunan lokasi reklamasi pantai yang akan dibuat rumah susun. 
Menurut, Muh. Fuad Azis Staf Sarana dan Prasarana 
Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam wawancara 
Kamis, 27 Februari 2014, beliau menyatakan bahwa program NUSSP 
dilaksanakan selama 4 tahun, dimana di tahun 2013-2014 merupakan 
masa penguatan kelembagaan pemerintah yakni Dinas Pekerjaan Umum 
Kota Makassar dan instansi terkait dalam pelaksanaan program NUSSP 
kawasan kumuh Tallo. Kemudian di tahun 2015-2017 merupakan 
pelaksanaan dan program perencanaan. Dengan kata lain, pelaksanaan 
program NUSSP telah melenceng dari perencanaan awal. Kondisi yang 
sama juga diutarakan oleh Jumado, Ketua RW 05 Kelurahan Tallo dalam 
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wawancara Kamis, 13 Maret 2014, yang menyatakan bahwa dalam 1 
(satu) tahun terdapat 4 (empat) kali RW ini mendapatkan konfirmasi 
bantuan penanganan permukiman kumuh terkait program NUSSP ini, 
namun belum terealisasi, hanya saja memang telah dilakukan 
penanggulan di pinggiran Sungai Tallo dan pelaksanaan penimbunan 
pantai bagi lahan reklamasi yang akan dibangun rumah susun. Beliau 
juga memaparkan bahwa selain prgram NUSSP, sebelumnya RW 05 
telah mendapatkan bantuan perbaikan rumah (bedah rumah), perbaikan 
sanitasi, dan bantuan air bersih yang merupakan kegiatan dari program 
SLBM dan USRI di tahun 2010. Bentuk bantuan tersebut berupa 
penampungan air seperti yang terlihat di bawah ini:  
Gambar 6. PAMSIMAS RW 05 Kelurahan Tallo 
Terkait pelaksanan program penataan permukiman kumuh di 
RW 05 Kelurahan Tallo, Jumado juga mengutarakan bahwa 
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perkembangan penataan permukiman kumuh telah manampakkan 
perkembangan sebanyak 70%, meskipun pelaksanaannya terasa lambat 
karena terkadang pemerintah hanya melakukan survey dan peninjauan 
lokasi. Akan tetapi, pelaksanaannya belum terlaksana bahkan setelah 
warga melakukan pelaporan kembali. 
Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian 
di lokasi, ditemukan bahwa pelaksanaan penataan perumahan dan 
permukiman kumuh di Kelurahan Lette Kecamatan Mariso, Kelurahan 
Tallo dan Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo belum menunjukkan hasil 
yang maksimal.  
Penataan permukiman kumuh di Kawasan Kumuh Lette 
dengan berbagai program penataan termasuk program NUSSP 
menampakkan pelaksanaan yang berjalan 100%, namun hal tersebut 
tidak dapat dikatakan berhasil sepenuhnya jika program yang berbasis 
pemberdayaan masyarakat ini dalam keberlanjutannya tidak 
mendapatkan pemeliharaan dengan baik baik dari pemerintah maupun 
masyarakat yang bermukim. Hal itu terlihat jelas sesuai dengan 
pengamatan penulis sendiri dimana lingkungan kawasan kumuh Lette 
masih tampak jauh dari kata berdaya, dimana masih saja terlihat 
tumpukan sampah di berbagai sudut kawasan. Rumah susun terlihat 
kumuh karena pemeliharaan yang tidak baik oleh warga yang menghuni. 
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Sedangkan untuk Kawasan Kumuh Tallo sendiri baru mencapai 
30% selama pelaksanaannya di tahun 2012-2014 ini yang pada 
perencanaan pelaksanaan penataannya oleh Dinas Pekerjaan Umum 
Kota Makassar ialah tahun 2012-2017 baru melaksanakan perbaikan 
jalan setapak, penimbunan lahan, pematangan lahan dan penguatan 
kelembagaan.  
Ketidakmaksimalan implementasi revitalisasi permukiman 
kumuh di Kawasan kumuh Lette dan Kawasan kumuh Tallo nampak 
pada beberapa indikator yang penulis gunakan diantaranya adalah jalan-
jalan lorong yang masih tampak semrawut meskipun sudah 
menggunakan paving blok, saluran pembuangan limbah rumah tangga 
atau got yang belum memilki tempat pembuangan akhir sehingga 
genangan air masih terlihat dibeberapa tempat, belum adanya 
pembuangan sampah yang memadai sehingga sampah hanya di tumpuk 
di sisi bagian lain lingkungan permukiman terlebih lagi bagi warga yang 
bertempat di rumah panggung dimana kolong rumah menjadi alternatif 
lain pembuangan sampahnya, serta tingkat kebersihan di setiap rumah-
rumah belum tampak. Hal ini menurut hemat penulis lebih dikarenakan 
tingkat kesadaran warga yang masih kurang. 
Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa langkah yang 
dapat diambil sehubungan dengan usaha peningkatan kualitas 
lingkungan permukiman kumuh khususnya di Kelurahan Lette 
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Kecamatan Mariso, Kelurahan Tallo, dan Kelurahan Buloa Kecamatan 
Tallo yaitu: 
1. Meningkatkan sosialisasi program peningkatan kualitas 
lingkungan permukiman, 
2. Konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan program 
peningkatan lingkungan permukiman, 
3. Pembaharuan data base yang terkait dengan 
pengembangan dan pembangunan khususnya permukiman 
kumuh, baik itu di tingkat kelurahan maupun tingkat 
kecamatan. 
4. Melakukan evaluasi proses pelaksanaan, mekanisme 
pelaksanaan serta efektivitas program peningkatan kualitas 
lingkungan, 
5. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan 
peningkatan kualitas lingkungan dengan konsultan 
pendamping, dan 
6. Penguatan kelembagaan dan koordinasi antar dinas terkait 
dalam pelaksanaan peningkatan kualitas lingkungan. 
C. Faktor yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Penataan 
Permukiman Kumuh di Kelurahan Lette Kecamatan Mariso, 
Kelurahan Buloa, dan Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota 
Makassar. 
 Rumah dan fasilitas permukiman yang memadai merupakan 
kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia dalam 
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melangsungkan kehidupannya sebagai manusia, umumnya kota-kota 
besar di negara-negara sedang berkembang masalah kualitas 
perumahan dan fasilitas permukiman amat terasa. Ini disebabkan oleh 
pertambahan penduduk kota yang sangat pesat karena migrasi dan 
terbatasnya lahan yang diperuntukkan bagi permukiman yang 
memadai. Sesuai data penggunaan tanah yang diperoleh di Badan 
Pertanahan Nasional Kota Makassar terjadi peningkatan penggunaan 
tanah permukiman terpadu berdasarkan RTRW Kota Makassar, 
seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini: 
 
Tabel 8. Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013 
    
NO 






1 Danau 31.68 0.18 
2 Kawasan Bandara Terpadu 1,713.92 9.80 
3 Kawasan Bisnis Lokal 382.98 2.19 
4 Kawasan Budaya Terpadu 34.90 0.20 
5 Kawasan Industri Terpadu 1,372.80 7.85 
6 Kawasan Maritim Terpadu 353.05 2.02 
7 Kawasan Olahraga Terpadu 803.97 4.59 
8 Kawasan Pariwisata Terpadu 346.35 1.98 
9 Kawasan Pelabuhan Terpadu 299.98 1.71 
10 Kawasan Pendidikan Terpadu 1,004.75 5.74 
11 Kawasan Penelitian Terpadu 463.43 2.65 
12 Kawasan Pergudangan Terpadu 1,964.91 11.23 
13 Kawasan Permukiman Terpadu 5,265.42 30.09 
14 Kawasan Pusat Kota 2,876.15 16.44 
15 Sungai 582.69 3.33 
  TOTAL 17,496.98 100.00 
Sumber: Badan Pertanahan Nasional 
Berdasarkan tabel di atas, tampak penggunaan lahan kawasan 
permukiman terpadu  berdasarkan RTRW Kota Makassar di tahun 2013 
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adalah 5.265,42 Ha, jauh berbeda dengan perencanaan luasan kawasan 
permukiman terpadu berdasarkan RTRW Kota Makassar yaitu dengan 
perencanaan luas 4.064,26 Ha. Dengan kata lain, luas kawasan 
permukiman terpadu di tahun 2013 melenceng 1.201,16 Ha dari 
perencanaan luas berdasarkan RTRW Kota Makassar. 
Selain itu, ketidaksesuaian penggunaan tanah berdasarkan 
RTRW Kota Makassar juga terjadi khususnya di kawasan permukiman 
terpadu, luasan ketidaksesuaian penggunaan tanah tersebut dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini: 
 
Tabel 9. Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Makassar 
     
Arahan Fungsi Kawasan  
Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan RTRW 
Sesuai Tidak Sesuai 
dalam RTRW Luas (Ha) 
% 
Kawasan Luas (Ha) 
% 
Kawasan 
Kawasan Bandara Terpadu 516.14 6.27 1,197.78 13.85 
Kawasan Bisnis Lokal 110.11 1.34 272.87 3.16 
Kawasan Budaya Terpadu     34.90 0.40 
Kawasan Industri Terpadu 282.04 3.43 1,090.76 12.61 
Kawasan Maritim Terpadu     353.05 4.08 
Kawasan Olahraga Terpadu 10.71 0.13 793.26 9.17 
Kawasan Pariwisata Terpadu 59.03 0.72 287.32 3.32 
Kawasan Pelabuhan Terpadu 9.89 0.12 290.09 3.35 
Kawasan Pendidikan Terpadu 613.40 7.45 391.35 4.52 
Kawasan Penelitian Terpadu     463.43 5.36 
Kawasan Pergudangan Terpadu 467.48 5.68 1,497.43 17.31 
Kawasan Permukiman Terpadu 3,470.75 42.15 1,794.67 20.75 
Kawasan Pusat Kota 2,694.41 32.72 181.74 2.10 
  8,233.96 100.00 8,648.65 100.00 
Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar 
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Berdasarkan tabel di atas tampak luas kawasan permukiman 
terpadu di tahun  2013 yang sesuai dengan RTRW Kota Makassar 
adalah 3.470,75 Ha atau 42,15% dari kawasan, sedangkan luas 
kawasan permukiman terpadu di tahun 2013 yang tidak sesuai dengan 
RTRW Kota Makassar adalah 1.794,67 Ha atau 20,75% dari kawasan. 
Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan permukiman terpadu tidak 
terkendali, sehingga terjadi peningkatan penggunaan tanah di kawasan 
permukiman terpadu yang tidak sesuai dengan perencanaan RTRW 
Kota Makassar. 
Faktor kepadatan penduduk mendorong masyarakat 
membangun permukiman-permukiman yang liar, sehingga berimbas 
pada ketidaksesuaian penggunaan tanah. Seperti yang terjadi di 
Kawasan kumuh Tallo, yakni sebagian besar tanah negara, daerah 
sempadan sungai, dan permukaan laut digunakan sebagai tempat 
bermukim.  Pandangan permukiman kumuh pun tidak hanya dilihat dari 
kepadatan penduduknya, tetapi juga kondisi masyarakatnya yang 
mayoritas miskin atau berpenghasilan rendah.   
Untuk itu, usaha yang sedang giat dilaksanakan pemerintah 
adalah revitalisasi permukiman kumuh dimana relokasi permukiman 
horisontal ke permukiman vertikal (rumah susun) dan pemberdayaan 
masyarakat yang bermukim dan bertempat tinggal di permukiman kumuh 
dengan mendorong masyarakat untuk mandiri serta memiliki 
kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, prakarsa sendiri, dan 
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memperbaiki hidupnya sendiri. Keterlibatan masyarakat secara langsung 
baik itu dari masukan pemikiran, pendapat, maupun turun langsung 
dalam pelaksanaan penataan permukiman kumuh. Pada hakekatnya, 
pemberdayaan dan keikutsertaan masyarakat dapat dilihat dari 
keikutsertaan warga dalam 5 (lima)  kegiatan yang terbagi dalam 3 (tiga) 
garis besar tahapan yaitu: 
1. Tahap Kesiapan, yaitu kegiatan pengambilan inisiatif dan 
perencanaan. 
2. Tahap pelaksanaan. 
3. Tahap Evalusi yaitu pengawasan dan evaluasi. 
Tiga tahapan diatas merupakan tolak ukur keikutsertaan 
masyarakat dalam pelaksanaan jalannya program penanganan 
permukiman kumuh serta pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan 
permukiman. 
Untuk lebih jelasnya keikutsertaan warga dalam 5 (lima) tahap 
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bermukim di perumahan 







Tabel 10. Keikutsertaan Responden Dalam Tahapan Kegiatan 









Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Evaluasi 
F % F % F % F % F % F % 
1 Ya 4 10 13 32,5 2 5 - - 2 5 21 10,5 
2 Tidak  15 37,5 21 52,5 26 65 36 90 32 80 130 65 
3 Kadang-
kadang 
21 52,5 6 15 12 30 4 10 6 15 49 24,5 
  40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 200 100 
Sumber: Data primer yang diolah, 24-03-2014. 
Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa dari 40 (empat puluh) 
orang responden masyarakat Kelurahan Buloa dan Kelurahan Tallo 
sebanyak 65% yang mengemukakan bahwa keikutsertaan warga dalam 
5 (lima) kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait program 
penanganan permukiman kumuh, yakni pengambilan inisiatif, 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi tidak 
dilaksanakan. Sedangkan sebanyak 10,5% responden yang menyatakan 
dilaksanakan. Sementara sebanyak 24,5% yang menyatakan bahwa 
keikutsertaannya dalam 5 (lima) tahap kegiataan pemberdayaan 
masyarakat kadang-kadang dilaksanakan. 
Presentase 65% tidak dilaksanakannya 5 (lima) kegiatan 
tersebut tampak menonjol pada dua garis tahapan penting yakni tahap 
pelaksanaan dan tahap evaluasi. Presentase 65% warga yang tidak ikut 
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dalam kegiatan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh 
menunjukkan kurang antusiasnya masyarakat dalam kegiatan penataan 
permukiman kumuh tempat tinggalnya. Presentase 90% dan 80% 
masing-masing pada kegiatan pengawasan dan evalusi pada garis tahap 
evalusi menunjukkan bahwa keberlanjutan kegiatan penataan 
permukiman kumuh setelah pelaksanaan tidak berjalan dengan baik.  
Besarnya presentase tidak dilaksanakannya 5 (lima) kegiatan 
tersebut disebabkan antusias masyarakat yang kurang dalam kegiatan 
penataan lingkungan permukiman kumuh dan kurangnya sosialisasi oleh 
pemerintah setempat yang mendorong masyarakatnya untuk ikut andil 
dalam penataan lingkungan permukimannya.  
Lingkungan permukiman kumuh dapat dilihat dari berbagai sisi, 
diantaranya adalah kesesuaian peruntukkan lahan dengan tata ruang 
untuk permukiman, status pemilikan lahan, letak kedudukan lokasi 
kawasan, dan tingkat derajat kekumuhan. Penilaian terhadap tingkat  
derajat kekumuhan merupakan kriteria utama yang paling penting. 
Karena menyangkut kepadatan penduduk, jumlah penduduk miskin, 
kegiatan usaha/ekonomi penduduk disektor informal, kepadatan rumah 
atau bangunan, kondisi tidak layak huni, kondisi, prasarana dan sarana 
lingkungan, kerawanan kesehatan dan lingkungan, maupun tingkat 
kerawanan sosial.  
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Segala program kegiatan dalam penanganan permukiman  
kumuh Kota Makassar diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, yang 
dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar mau 
turut serta ambil bagian dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan 
kualitas lingkungan permukiman dimana mereka bertempat tinggal. 
Sebagaimana ungkapan Muh. Fuad Azis, Staf Sarana dan Prasarana 
Dinas Pekerjaan Umum Makassar, bahwa kumuh itu tidak hanya 
masalah infrastruktur, tetapi kumuh itu juga adalah pemikiran. Maksud 
dari ungkapan tersebut ialah, ketika masyarakat tidak dapat merubah 
pola pikir (pemikiran) mereka dalam menjaga lingkungan hidupnya, 
walaupun infrastruktur sudah tertata tetapi masyarakat tidak mampu 
menjaganya dan merubah pola pikirnya, maka kumuh itu tetap ada. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat melihat bahwa 
faktor yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan permukiman kumuh 
(NUSSP) di Kelurahan Lette Kecamatan Mariso dan Kawasan Kumuh 
Tallo (Kelurahan Buloa dan Kelurahan Tallo) Kecamatan Tallo sehingga 
menghadapi kendala-kendala adalah sebagai berikut: 
1. Terbatasnya lahan yang bisa digunakan untuk penataan 
permukiman kumuh. 
Menurut data yang diperoleh dari Badan Pertanahan 
Nasional Kota Makassar gambaran umum penguasaan tanah per 
kecamatan di Kota Makassar menunjukkan dari 17.496,98 Ha luas 
tanah 75,80% merupakan tanah hak UUPA atau sekitar 13.263,25 
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Ha, 13,49% merupakan tanah negara bukan untuk kepentingan 
umum, dan 44,84% merupakan tanah negara untuk kepentingan 
umum yang telah dipergunakan, serta selebihnya lagi merupakan 
tanah untuk peruntukkan danau, industri, sungai dan PTSB 
perumahan. Hal ini menunjukkan bahwa akan cukup sulit dalam 
penyediaan tanah/lahan demi peruntukkan penataan permukiman 
kumuh.  
Revitalisasi permukiman kumuh dalam penataannya 
tidak akan menjadi masalah jika dilaksanakan di atas tanah negara, 
namun tidak menutup kemungkinan penggunaan tanah perorangan 
juga dilakukan untuk penataaan permukiman kumuh khususnya 
program revitalisasi NUSSP. 
Meskipun tanah yang telah dalam penguasaaan hak 
perorangan atau hak UUPA dapat dipergunakan dalam penataan 
permukiman kumuh, tetapi harus melalui proses konsolidasi tanah 
pada pemegang hak. Seperti yang diutarakan oleh Mansyur 
narasumber Badan Pertanahan Nasional dalam wawancara Kamis, 
13 Maret 2013, langkah ini membutuhkan kesepakatan dari para 
pemegang hak, dimana dibutuhkan 85% persetujuan dari 
pemegang hak dan kemudian tanah mereka diganti atau 
dipindahkan ke lokasi yang lain sesuai dalam Peraturan Kepala 
BPN Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah. Akan tetapi 
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hal tersebut cukup sulit karena kurangnya lahan yang ada di Kota 
Makassar. 
2. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait dalam pelaksanaan 
penataan permukiman kumuh. 
Dalam pelaksanaan penataan permukiman kumuh di Kota 
Makassar khususnya di kawasan Tallo dan Kelurahan Lette 
Kecamatan Mariso yakni program NUSSP secara struktur 
organisasi di bawah Tim Pengendali NUSSP tingkat Nasional. 
Kementerian Pekerjaan Umum sebagai lembaga penyelenggara 
(Executing agency) menugasi Direktorat Jenderal Cipta Karya 
untuk menyelenggarakan NUSSP ini. Selain itu, bersinergi dengan 
tim-tim teknis dan pelaku baik dari tingkat pusat, propinsi, maupun 
di tingkat kecamatan. 
Namun dalam pelaksanaannya terdapat kurangnya 
koordinasi antar instansi baik di pusat, propinsi maupun kota. 
Sebagai mana yang terjadi pada pelaksanaan beberapa program 
penataan permukiman kumuh yakni PNPM-Mandiri, PLPBK, dan 
NUSSP dimana tim teknisnya berasal dari beberapa koordinasi 
gabungan instansi yakni Bappeda Kota Makassar, Dinas Pekerjaan 
Umum, Dinas Tata Ruang Kota Makassar, dan beberap instansi 
lainnya. Tim teknis pelaksanaan berasal dari pemerintah Kota 




Hal ini sempat dikeluhkan oleh Muh. Fuad Azis, Staf 
Sarana dan Prasarana Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota 
Makassar, bahwa efektivitas koordinasi yang tidak maksimal karena 
satuan kerja berada pada tingkatan propinsi sedangkan semua tim 
teknis berasal dari pemerintah Kota Makassar. 
3. Instansi pelaksana rencana tata ruang wilayah kota yang 
melenceng dari kewenangan kerja. 
Pelaksanaan tata ruang kota yang didasarkan pada 
RTRW Kota Makassar dalam mengatur zonasi peruntukkan 
penggunaan tanah dalam hal tata ruang wilayah kota haruslah 
dilaksanakan sesuai dengan instansi yang memegang kewenangan 
tersebut. Namun pada kenyataannya, terdapat ketidaksesuaian 
instansi penyelenggara pelaksana rencana tata ruang wilayah. 
Seperti yang dikemukakan Noorhaq Alamsyah Staf Dinas Tata 
Ruang Kota Makassar dalam wawancara  kamis 7 Maret 2014, 
menyatakan bahwa pelaksanaan RTRW Kota Makassar 
seharusnya memang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota 
Makassar, namun entah dengan alasan apa pelaksanaannya masih 
di pegang oleh Bappeda Kota Makassar yang kemudian 
dikemudian diturunkan kepada Dinas Tata Ruang secara khusus 
untuk proyek khusus seperti penyelanggaraan reklamasi.  
Lebih lanjut Noorhaq menjelaskan bahwa Dinas Tata 
Ruang Kota Makassar sendiri main product atau leading sector-nya 
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adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dimana mekanismenya 
seperti, Bappeda Kota Makassar mengeluarkan urutan reklamasi 
berupa perencanaan reklamasi yang terdiri dari 30% overspeach 
dan 10% privatespeach yang pengerjaannya dikerjakan oleh Dinas 
Pekerjaan Umum Kota Makassar, kemudian mengajukan izin 
reklamasi dan IMB kepada Dinas Tata Ruang Kota Makassar. 
4. Pelaksanaan penataan permukiman kumuh tidak sesuai dengan 
perencanaan. 
RTRW Kota Makassar sebagai dasar penyelenggara 
pengaturan tata ruang wilayah Kota Makassar pada kenyataannya 
terkadang tidak dilaksanakan sesuai perencanaannya. Sama 
halnya dalam perencanaan penataan permukiman kumuh di 
Kawasan Tallo dan Kelurahan Lette Kecamatan Mariso. 
Pelaksanaan program kegiatan penataan permukiman kumuh 
hampir seluruhnya dilaksanakan melenceng dari jadwal 
perencanaan, baik itu dalam hal keterlambatan pelaksanaan 
program kegiatan maupun penataan pembangunan permukiman 
kumuh yang tidak sesuai perencanaan pembangunan. Seperti pada 
pelaksanaan NUSSP pada Kawasan Kumuh Tallo baru mencapai 
pelaksanaan 30% yang seharusnya di tahun 2014 harus selesai 




Hal tersebut sesuai dengan pernyataan, Muh. Fuad Azis, 
yang menyatakan bahwa pemerintah Kota makassar dalam 
penanganan permukiman kumuh ditargetkan sebesar 10% setiap 
tahunnya namun pada kenyataannya pemerintah hanya mampu 
3,2% per tahun dalam pelaksanaan. Hal ini menunjukkan 
permerintah belum mampu melaksanakan program kegiatan 
penataan permukiman kumuh sesuai dengan perencanaan. 
5. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan 
permukimannya. 
Penataan permukiman kumuh tidak hanya ditumpukan 
pada pemerintah kota saja, tetapi masyarakat juga turut andil di 
dalam pelaksanaannya. Program kegiatan permukiman kumuh 
diarahkan pada pemberdayaan masyarakatnya, dimana 
masyarakat dianjurkan ikut dalam merencanakan, melaksanakan, 
mengawasi dan memelihara. Namun pada kenyataannya 
kesadaran masyarakat masih kurang dalam pemeliharaan 
lingkungan hidup terutama di permukiman kumuh. Ketika 
pemerintah telah mampu melaksanakan penataan permukiman 
kumuh, akan tetapi kebanyakan masyarakat belum melakukan 
pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidupnya. 
Seperti yang terlihat pada kawasan rumah susun di 
Kelurahan Lette Kecamatan Mariso, pemerintah telah memberikan 
sarana rumah susun sebagai penyediaan rumah layak huni bagi 
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masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh di daerah tersebut. 
Akan tetapi, yang terlihat sekarang tak ada bedanya keadaan 
rumah susun sekarang dengan permukiman kumuh yang 
sebelumnya ditinggali oleh mayarakat. Masyarakat belum mampu 
memelihara, sampah dibuang bukan pada tempatnya dan 
prasarana rumah susun yang diabaikan dan dirusak.  
Oleh karena itu, kumuh tidak hanya mengenai infrastruktur 
secara fisik, tetapi juga sebuah pemikiran. Ketika masyarakat 
belum mampu mengubah cara pandang akan hidup sehat di 







Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Pelaksanaan revitalisasi permukiman kumuh sejauh ini sudah 
sesuai dengan 13 Zonasi berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2006 
tentang RTRW Kota Makassar Tahun 2005-2015 dengan 
presentase pelaksanaan 30% se-Kota Makassar. Khusus 
program penataan permukiman kumuh NUSSP di Kelurahan 
Lette Kecamatan Mariso dan Kawasan Tallo (Kelurahan Buloa 
dan Kelurahan Tallo) Kecamatan Tallo telah sesuai dengan 
zonasi perencanaan pada Pasal 17 ayat (4) angka 1 dan 2 
RTRW Kota Makassar. Pelaksanaan NUSSP di Kawasan Kumuh 
Lette mencapai 100% di tahun 2006-2008, sedangkan di 
Kawasan Kumuh Tallo baru mencapai 30% dari tahun 2012-
2014 dari perencanaan kegiatan tahun 2012-2017 oleh Dinas 
Pekerjaan Umum Kota Makassar.  
2. Kendala yang dihadapi dalam program penataan permukiman 
kumuh NUSSP di Kelurahan Lette Kecamatan Mariso dan 
Kawasan Tallo (Kelurahan Buloa dan Kelurahan Tallo) 
Kecamatan Tallo  adalah kurangnya lahan digunakan untuk 
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relokasi; kurangnya koordinasi antara instansi pelaksana 
program penataan permukiman kumuh; instansi pelaksana 
rencana tata ruang wilayah kota yang melenceng; pelaksanaan 
penataan permukiman kumuh yang tidak sesuai perencanaan; 
dan lemahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan 
lingkungan hidupnya. 
B. Saran  
1. Perlunya mengoptimalkan koordinasi antar instansi pelaksana 
penataan permukiman kumuh agar lebih efektif dalam 
melaksanakan perencanaan program kegiatan permukiman kumuh 
dengan menetapkan formasi kewenangan pelaksanaan yang 
mumpuni dan sesuai sehingga mampu bekerjasama dengan baik 
dalam pelaksanaan program kegiatan penataan permukiman 
kumuh sesuai perencanaan yang diharapkan. 
2. Perlunya pemerintah mengupayakan konsistensi dalam 
pelaksanaan rencana program kegiatan penataan permukiman 
kumuh sesuai perencanaannya, serta mengoptimalkan 
permberdayaan masyarakat tidak hanya dari segi pemeliharaan 
lingkungan hidupnya melainkan juga pada kualitas perekonomian 
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